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"Sesungquhrya Kami telah merurunkan kepadamu kitab yang
menjelaskan kebenaran, supaya kamu menghukumi permasalahan di
antara manusia dan hukum-hukum. Allah yang telah diwahyukan
(diberitahukan) kepadmau. Janganlah kamu menjadi pembela bagr
orang-orang yang berkhianat dengan melawan (kebenaran).”
(Q.S. an-Nisa [4]: 105).
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PEDOMAN TRANSELITERASI (ARAB - LATIN)

Berdasarkan Kep

utusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K

nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/uw/1987 tentang Pedoman Transeliterasi

Arab-Latin dengan beberapa Penyesuaian Menjadi sebagal berikut:

1.

Konsonan
HURUF ARAB | NAMA HURUF LATIN NAMA
} alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- ba’ b be
= ta’ t te
& {sa ts te dan es
z jim i je
B : ; mh-a 21_1 ha (dengan garis bawah)
*--E— R _b -l—\'h:.s kh ka dan ha
> dal d de
5 dzal dz de dan zet
P ra r er
3 zal z zet
o sin S es
5 syin sy es dan ye
P shad sh es dan ha
g dhad dh de dan ha
b tha th te dan ha
- b zha zh zet dan ha
¢ ‘ain | S koma terbalik di atas
¢ ghain gh ge dan ha

viii




. fa f ef *
S gal q ki
0! kaf k ka
J lam l. el
¢ mim m em
J nun n en
3 wau w we
s ha h ha
3 hamzah | ... e apostrof
< ya y ye
2. Vokal
1) Vokal Tunggal
Tanda Nama Huruf latin Nama
] Fathah a a
Kasrah 1 1
’ Dhamah
| — |_ am . "
Contoh
;,55 ditulis kataba
. ]
_,5 3 ditulis dzukira
Lﬂ/m\; ditulis yadzhabu

X




2) Vokal rangkap

Tanda dan hurat Numa Hubungan huruf Nama
° ) - . . .
8 ———- FFathah dan ya ai adani
g ———= IFathah dan wau au adanu
Contoh :
S diulis kaifi J s> ditulis haula
3. Maddah
. Huruf dan
Harkat dan huruf Nama Nama
tanda
g ——\—— Fathah dan alif atau ya a a dan digaris di atas
S ———= Kasrah dan ya 1 i dan digaris di atas
}/
S Rttt Dammah dan wau u u dan garis di atas
Contoh :
- - 4 o.
JB Di tulis gala J-,—% ditulis gila
A b
7 . . - ° . . . -
s, Ditulis rama Jj-&g ditulis yagtlu

4. Ta’ Marbutah

1) Ta’ marbutah hidgup

Ta’ marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah,

yang transeliterasinya adalam / t/




5.

2) Ta’ Marbutah Mati .

Ta’ marbutah yang mati mendapat harakat sukun, transeliterasinya adalah

.

W.

~04

axoe  ditulis mut ‘ah

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta’ marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta’ marbutah itu ditranseliterasikan dengan ha (h)

Contoh:
P o
b ditulis Thalhah
° L% /)o/,"a o
5 }:l\ ol Ditulis al-madinah al-munawwarah

-

Syaddah (Tusydid)

Contoh :

\j; Ditulis rabbana

:ff/ ditulis nazzala

Kata sandang

Kata sandang dan sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: J

dulam transeliterasinya dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Kata sandang diikuti olch hurul’ syamsyiyah.
Kata sandang yang diikuti olch hurut’ syamsyiyah ditranseliterasikan
sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf (L) diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti sandang itu,

X1




Contoh :

5 -
30
Jz-,“ Ditulis ar-rajulu
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah
Kata sandang vang diikuti huruf gamariyah ditranseliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesual dengan bunyinya.

Contoh:

s Q-

4 -
(J—ﬂj\ Ditulis al-galumu

7. Hamzah
Contoh :
1) Hamzah di awal

L ¢ . .
o el ditulis ‘umirtu

'

2) Hamzah di tengah
/. ° ). 2 i:
d)-b'-\-» ditulis ta' khudzuna

3) Hamzah di akhir

Y]

v, 3 . .
tn ditulis syai'un.
8. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara: bisa
perkata dan bisa juga dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini

dengan dirangkaikan.

Contoh:
,‘, 9 e 9 }2’ 7
o,\.:,.....aJ\ b 3 f.':J\ ditulis asy-syuriithul-Fusidah

X1l



Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD
. Singkatan-Singkatan

SWT. * . Subhanahu wa ta’ala

SAW. - Shallallahu ‘alaihi wa sallam
r.a. - Radhiyallahu "Anhu

him. : Halaman

FIR . Hadits Riwayat

Q.S. : Qur'an surat

terj. : Terjemah

jilid. - Jilid

cel. : Cetakan
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BAB 1 .

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi pada hakekatnya adalal_l pekerjaan tetap yang berwujud karya
pelayanan terhadap masyarakat yang dijalankan dengan penguasaan dan
pencrapan pengetahuan di bidang ilmu tertentu, yang pengembannya dihayati
scbugai panggilan hidup dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai tertentu
yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia, demi
kepentingan umum, serta berakar pada penghormatan dan upaya untuk
menjunjung martabat manusia.'

Scjalan dengan pengertian itu, profesi hukum dapat dipahami sebagai
profesi yang melalui penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum di
masyarakat, diemban orang untuk menyeclenggarakan dan penegakkan
ketertiban yang berkeadilan di masyarakat itu. Berdasarkan pemikiran
terscbut, maka sudah sewajarnyalah nilai di dalam masyarakat muncul
harapan dan tuntutan pengembangan dan pelaksanaan profesi hukum agar
selalu didasarkan pada nilai-nilai moralitas (common morality) seperti nilai
kemanusiaan (humanity), nilai keadilan (justice), nilai kepatuhan dan

kewajiban (reasonableness), nilai kecjujuran (honesty),” keharusan untuk

memiliki kualitas keadilan dan keilmuan (professional and knowledge,

! Standar Disiplin Profesi Hukum, http://www.hukumonline.com, akses tanggal 5 Januari

200z

2 E. Sumaryono, Etika Profesi: Norma-norma Bagi Penegak Hukum, cet. 1, (Yogyakarta:

Kanisius, 1995), him. 115.




realibility) kesadaran untuk sclalu menghormati dan menjalankan integrasi
dan kehormatan profesionalnya, dan nilai pelayanan pada kepentingan publik.
Nilai-nilai di atas seharusnya berlaku pada semua jenis pekerjaan yang secara
langsung dapat dianggap sebagai bidang hukum.

Nilai-niai tersebut diharapkan menggerakkan perilaku anggota profesi
sehingga perlu ada dan ditegaskan dalam bentuk konkrit (kode etik).’ Hal ini
penting karena nilai-nilai tersebut tidak akan hanya berguna bagi para
profesional saja, melainkan juga dan terutama bagi kepentingan dan
kesejahteraan n'.asyarakat.4

Jadi, disini terlihat bahwa hubungan etika dengan profesi sangat erat,
karena dengan etika para anggota profesi dapat melaksanakan tugasnya
dengan baik untuk menciptakan pcnghorinalan terhadap martabat manusia
yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di masyarakat.’

Di dalam etika ini akan selalu menarik dan menjadi suatu yang niscaya
di tengah realita kehidupan manusia zaman sekarang semakin kompleks. Dl
tengah kehidupan yang semakin pluralistik, gelombang modernisasi
masyarakat menjadikan etika sangat penting.

Penggabungan nilai moral umum ke dalam seperangkat norma khusus
yang dapat dijadikan landasan dalam menilai perilaku yang benar
pengembangan profesi tersebut. Seperangkat norma tersebut dapat diibaratkan
kompas, karena dapat memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi

dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.®

Suhrowardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), him. 8.
4 E. Sumaryono, op.cit., hlm. 31.
3 Ibid., him. 8.
6 K. Bertens, Etika, cet. 2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1994), hlm. 278-279.



Advokat sebagai bagian aparat penegak hukum dan memegang

peranan yang penting. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat
menjalankan‘ profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk
kepentingan masyarakut pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan
masyarakat dalam menyadari hak fundamental mereka di depan hukum.” Dari
peranannya yang sangal penting ini, maka profesi advokat sering disebut
sebagai profesi terhormat, atas kepribadian yang dimilikinya. Tugas pokok
seorang advokat dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan
pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam
suatu perkara, schingga dengan demikian memungkinkan hakim memberi
putusan yang seadil-adilnya.”

Scorang advokat dalam menjalankan profesinya selain dibatasi norma-
norma hukum atau norma-norima kesusilaan, juga harus patuh pada ketentuan
etika'profesi yang terdapat dalam kode etik profesi.

Kode etik profesi bukan suatu yang datang dari luar, melainkan datang
dari dalam anggota profesi itu sendiri sehingga merupakan ketentuan
pengaturan diri. Kode etik yang keberadaannya didrop dari atas (pemerintah
atau instansi) tidak akan berlaku efektif karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita
dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.”

Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan kode etik profesi

bukanlah suatu pelanggaran pidana, tetapi semata-mata merupakan keinsyafan

7 penjelasan UU No. 18 Tentang Advokat.
* Suhrowardi K. Lubis, op.cit., him, 2¢
 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Rl, Analisa Evaluasi

Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum, (Jakarta: t.p., 1997), lihat juga K. Bertens,
Etika, hlm. 148.




batin kelompok profesi untuk melarang anggotanya agar tidak melakukan
tindakan yang dapat merusak harkat dan martabat profesi yang terhormat itu.
Meskipun profesi advokat sudah memiliki kode etik sebagai standar moral
anggotanya, profesi ini tidak jarang mendapat penilaian negatif dari
masyarakat, Para advokat yang malas beretika turut memberikan andil bagi
runtuhnya supremasi hukum di Indonesia.'® Berbagai kasus dan gugatan
publik terhadap profesi advokat merupakan bukti bahwa idealisme advokat
mulai mengalami pergeseran. Gugatan terhadap profesi advokat tersebut
sangat wajar, karena dalam praktik banyak profesi advokat yang secara terang-
terangan melanggar kode etik'' sampai muncul istilah mafia peradilan.
Indikator tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang serius
dalam penegakkan standar profesi hukum di Indonesia. Kode etik yang ada
tampaknya belum dapat ditegakkan secara efektif di lingkungan para
pengembangnya sendiri. Nilai etika yang ada diinternalisasikan secara

maksimal dalam perilaku profesi.

Rendahnya moralitas profesi advokat ini menyebabkan kepercayaan
——
publik terhadap advokat sangat rendah. Maka sangat wajar jika Shakespeare,
pujangga klasik Inggris, mengatakan : “Pertama-tama, marilah kita bunuh

semua ahli hukum (pengacara)l2 sebagai ekspresi ketidakpercayaan dan

kecurigaan terhadap kaum profesional.

19 Organisasi Advokat dan Kesibukan Memilih Pengurus, Kompas, 29 Mei 2002.

"' Ari Hermawan, Reposisi Fungsi Advokat dalam Proses Penegakkan Hukum, asy-
Syari’ah, vol. 36, No. 11, tahun 2002, him. 102.

12 Daryl Kuhn, Landasan Etika Profesi, alih bahasa Agus M. Hardjana, cet. 4,
(Yogyakarta: Kanisius, 2002), him. 11.




Kata kunci masalah carut marutnya masalah hukum adalah aparat

hukum atau orang yang berada di balik sistem. Kinerja aparat hukum ini
sangat berkait dengan kode ctik profesi penegak hukum dalam arti luas
(termasuk advokat).
Scbagaimana dikatakan oleh Presiden Conference Bar Examiners (Badan
Nasional Penguji Advokat) Amerika Serikat, Erika Maesar ialah bahwa salah
satu jalan untuk menegakkan supremasi hukum adalah menegakkan etika,
proicsionalisme dan disiplin.”

Meskipun demikian, kode etik profesi advokat sebagai standar moral
belurn memberikan dampak yang efektif,' schingga kode etik yang sudah ada
harus dinilai kembali dan jika perlu direvisi atau disesuaikan dengan
perubahan situasi ini menjadi cara ampuh untuk memulihkan kembali
kepercayaan masyarakat yang sedang bergoncang.” Dalam penelitian ini,
pengkajian dititikberatkan pada analisis terhadap nilai-nilai yang terkandung
dalam kode etik advokat. Penelitian ini penting dilaksanakan untuk
membangun kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Melihat
permasalahan di atas, penyusun merasa tertarik untuk membahas kode etik
profesi advokat apabila dikaitkan dengan nilai etika Islam. Masalah ini
menarik untuk dikaji karena sebagaimana diungkap oleh Qodri Azizy bahwa
masyarakat beragama seperti Indonesia akan lebih mudah menjalankan suatu

tradisi ketika tradisi itu mengandung nilai agama. Hal ini terjadi karena apa

13 Etika Profesi, Kunci Pos Penegakkan Hukum, Kompas, 29 Mei 2002.
'* Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Analisis, (t.tp.: t.p. t.t.). him. 2~
'S K. Bertens, op.cit., hlm. 279. (ttp.: tp, tt), hlm. 27




yang akan dilakukan dianggap mengandung muatan nilai-nilai yang sekaligus

mempunyai konsekuensi pahala (reward) atau siksa (punishment).'®

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi
pokok masalah adalah :
I. Apa nilai-nilai dasar yang melandasi kode etik advokat Indonesia?
2. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap nilai-nilai dasar kode etik

advokat Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Mendeskripsikan dan menganalisa nilai-nilai dasar yang terdapat
dalam kode etik advokat Indonesia. '
b. Menganalisa dan menjelaskan pandangan Islam terhadap nilai-nilai
dasar kode ctik advokat Indonesia.

Manfaat Penelitian

o

4. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum
khususnya etika profesi hukum dan sebagai bahan studi awal untuk
penelitian selanjutnya.

b. Memberikan masukan bagi pengambilan dan praktisi di lapangan
dalam membangun kerangka teoritis maupun yuridis bagi penegakkan

kode etik prolesi hukum.

16 A Qodry Azizy, Ekletisme Hukum Nasional: Kompetensi
) . : petensi Antara Hukum Is!
Umum, cet. 1, (Yogyakarta: Gema Mcdia, 2003), him. 185. wlm Istam: den




D. Tinjauan Pustaka .
Berdasarkan tinjauan pustaka yang penulis lakukan, ada beberapa
karya ilmialfyang membahas kode etik advokat profesi hukum. Secara umum
studi tersebut dapat digolongkan menjadi dua :
1. Studi yang membahas aspek teoritis etika profesi hukum.
2. Studi yang membahas aspek penegakkan kode etik profesi hukum.

Namun, karya-karya tersebut masih banyak yang belum membahas
kode etik advokat di Indonesia pada tanggal 23 Mei 2002. Karen sebelum ada
kode etik bersama masing-masing asosiasi mempunyai asosiasi kode etik yang
hanya berlaku bagi internal organisasi saja.

Di antara karya-karya tersebut adalah karya E. Sumaryono berjudul
Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum. Hukum ini
berusaha mendalami elika profesi bagi pencgak hukum dalam usahanya
meningkatkan profesionalisme yang ideal. Pembahasan dilakukan dengan
melakukan kajian kritis terhadap norma-norma moral yang termuat dalam
profesi hukum. i
Objek kajian buku ini mencakup empat profesi, yaitu jaksa, advokat, notaris
dar polisi. Ketika pembuahasan sampai membahas advokat, E. Sumaryono
hanya membahas kode etik advokat IKADIN, yang disyahkan oleh Munas
Advokat Indonesia ke-1 tanggal 10 November 1985 di Jakarta.

Studi yang hampir sama dilakukan oleh Suhrowardi K. Lubis dalam

karyanya Etika Profesi Hukum. Buku ini membahas etika profesi hukum

7 . Sumaryono, op.cit., him.




secara umum yang meliputi penasehat hukum dan notaris. Buku, ini tidak
membedakan antara penasehat hukum dan advokat. Pembahasan kode etik
profesi hukum hanya dua asosiasi, yaitu IKAHI dan IKADIN.'®

Sementara Oemar Seno Aji dalam bukunya Etika Profesi dan Hukum,
yaitu profesi advokat, menyoroti masalah etik dan titik sentuhnya dengan
hukum dari masing-masing profesi (advokat, dokter dan wartawan).19 Dalam
buku ini disecbutkan bahwa kode etik secara umum mengandung normative
ethich, sedangkan diluar itu ada suatu hal walaupun tidak disebutkan secara
expessis verbis adanya hubungan dengan soal hukum, yaitu tentang rahasia
profesi, dimana ketentuan ini menjadi asas yang memberikan hak untuk
memberikan keterangurn sebagai saksi.

Karya-karya terscbut belum ada yang secara spesifik membahas kode
ctik advokat. Pembahasan hanya melihat profesi secara global. Lebih dari
obyek kajiannya hanya kode ctik profesi yang masih terpisah antara asosiasi.
Dan tidak satupun yang mengaitkan dengan etika Islam. Sementara skripsi ini
berusaha mengkaji kode etik advokat yang telah disetujui tujuh asosiasi
advokat Indonesia dan kode etik tersebut dilihat dari perspektif etika Islam.

Sedangkan dari penelusuran skripsi, tidak ada satupun skripsi yang
bersinggungan dengan permasalahan ini.

Buku lain yang mencakup panjang lebar membahas etika profesi
adalah buku berjudul Landasan Etika Profesi karya Daryl Koehn. Dalam buku

ni. Daryl mengajukan beberapa pertanyaan seperti pelayanan apa sajakah

15 guhrowardi K. Lubis, op.cit., him. 29-37.
19 Oemar Seno Aji, Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat, cet. 1, (Surabaya:

Erlangga, 1991), him. 4-11.
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yang boleh diharapkan klicn dari pada profesional? Kapan pelayanan terhadap
klien dapat dibatalkan secara sepihak? Kapan pelanggaran profesional

920

terhadap kepercayaan klien itu bisa dibatalkan etis?*’ Koehn menyatakan

bahwa hubungan secara moral sepihak antara klien dan profesional pada

2! Disini Koehn juga

janjinya untuk menjamin kepentingan khusus klien.
memfokuskan penelitian pada tiga profesi, yaitu’profesi hukum, kedokteran
dan pelayanan rohani.

Dari penelusuran pustaka di atas, belum ada tulisan yang secara
spesifik membahas kode etik Islam. Meskipun ada karya yang mengupas kode
etik advokat, namun tidak menyentuh kode etik bersama yang disepakati oleh
tujuh Asosiasi Advokat Indonesia. Karena rmemang ketika penelitian tersebut
dilaxukan, kode etik advokat masih merupakan pengaturan internal masing-
masing asosiasi dan belum ada kode etik bersama. Inilah yang menjadi objek

penelitian dalam skripsi ini.

Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini dalam penyusunan skripsi adalah penelitian pustaka
(library research). Adapun yang menjadi sumber pokok (primer) adalah
kode etik advokat Indonesia dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat,
sedangkan sumber sekundernya adalah semua buku dan tulisan para ahli

yang melandasi masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

2 paryl Koehn, op.cit., him. 27-71.
2 tbid., him. 71-89.
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2. Sifat Penelitian : .
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis,** yaitu menjelaskan data-
data yang ada dalam tcks kode etik advokat kemudian diikuti analisa
berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya.
3. ‘Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka,
maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan
menelaah berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan kajian
skripsi ini.

4. Pendekatan Penclitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini normatif yuridis,
yaitu melakukan analisa terhadap suatu fenomena berdasarkan sistem
peraturan yang normatif.” Analisa dilakukan dengan metode content
anulysis (analisa isi)z" dengan melakukan penganalisaan terhadap rumusan
kode etik advokat.

5. Analisa Data

Dalam menganalisa data penelitian ini menggunakan metode
analisa kualitatif. Mctode ini digunakan sesuai dengan data yang akan
diteliti yakni data deskriptif atau data yang tidak dalam bentuk bilangan

dengan menggunakan metode berfikir dan deduktif.

-2t exy J. Moleong, (Reisda Karya, 1990), him. 163.
% Apdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, cet. 1, (Bandung: Cipta Aditya Bakti

1997), hlm. 52-53.
2 | exy J. Moleong, Metodologi, him. 163.
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Metode induktif adalah metode berfikir yang berangkat dari fakta khusus,
peristiwa konkrit kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk rumusan
umum séhinggu pada umumnya discbut generalisasi. Scdangkan metode
deduktif adalah metode yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum
kemudian mengambil faktor-faktor khusus yang dapat dipetik suatu
xesimpulan dari dalil-dalil yang bersifat umum.?

Metode induktif digunakan untuk menyusun asas-asas atau nilai-nilai yang
dikandung dalam kode ectik  advokat. Sedangkan metode deduktif
digunakan untuk melihat pandangan hukum Islam disusun asas-asas atau
nilai-nilai yang telah disusun berdasarkan pembacaan terhadap kode etik

advokat tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan lebih sistematis dan terarah, penulisan skripsi ini
disusun dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematika penulisannya
dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bagian awal skripsi ini belum membahas materi pokok berisi halaman
judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto,
halaman persembahan, kata pengantar, transliterasi dan daftar isi.

Setelah itu dimulai Bab I, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan

pustaka, metode penelitian dan sistematika penuiisar.

25 . 3 : 1
%5 Lihat Sutrisno Hadi. Metodology Research, (Yogyakarta: F i i

r , : Fakultas P j
1987), him. 12-36. Lihat Anton Bakker Achmad Charris Zubair, Metodologi Penselll;l(;clz(izg;’ingzlt‘
cet. 1, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 45. Lihat Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, ,
I, Jukarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 43-44. v e
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Bab II, membahas tentang pemikiran Islam tentang : etika dalam
penegakkan hukum yang terdiri dari : pengertian etika Islam, sumber etika
Islam, konsep nilai dalam etika Islam, dan advokat dalam hukum Islam.

Bab I1I, membahas kode etik profesi advokat terdiri atas : pengertian
kode etik advokat, meliputi : pengertian kode etik, pengertian advokat,
gambaran umum kode etik advokat Indonesia, nilai-nilai dalam kode etik

advokat Indonesia.

Bab IV, membahas mengenai kode etik advokat Indonesia sebuah
analisa etika hukum Islam terdiri : relevansi etika dalam penegakkan hukum,
meliputi : hubungan advokat dengan klien, hubungan sesama advokat,
anggung jawab sosial advokat terhadap hukum.

Bab V, merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan, saran-saran
dan kata penutup.

Kemudian pada bagian akhir skripsi ini, penulis mencantumkan daftar

pustaka dan daftar riwayat hidup.




BAB II
PEMIKIRAN ISLAM TENTANG ETIKA

DALAM PENEGAKAN HUKUM

Sebelum membahas kode etik advokat dalam wacana Islam, terlebih
dahulu penulis uraikan pemikiran etika dalam Islam. Hal ini penting karena sistem
etika profesional advokat. Berbicara mengenai etika juga diperlukan mengingat
struktur antara etika dan hukum dalam Islam tidak dapat dipisahkan. Dapat
dikatakan kalau syari’ah (hukum) akan lebih menekankan pada tindakah lahiriah,
maka etika (akhlak) akan mengisi aspek batinnya. Berbicara masalah moralitas
penegak hukum (advokat) maka tidak bisa lepas dari suasana batin sebagai

pendorong di balik tindakan manusia, dalam hal ini merupakan pembicaraan

wilayah etika.

A. Pengertian Etika Islam

Di sini etika disebut juga denganv ilmu akhlak. Akhlak berasal dari
bahasa Arab yang berarti budi pekerti, tata susila." Ahmad Amin memberikan
definisi akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk,
menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada
manusia lain, menyatakan apa yang harus dituju oleh manusia dalam hal

perbuatan mereka dan menunjukkan jalan apa yang harus diperbuat.?

! Ahmad Azhar Basyir, Maskawaih, (Y ogyakarta: Nur Cahaya, 1983), him. 15.

2 Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak), alih bahasa Farid Ma’ruf, cet. 8, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1995), him. 3. Lebih lanjut pada him. 5, beliau menjelaskan bahwa pokok persoalan yang
“paik dan buruk” adalah segala perbuatan yang timbul dari orang yang melakukan

dapat dinilai . i
gaja, dan ia mengetahui waktu melakukannya.

dengan ikhtiar dan sen

13
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A. Mukti Ali menerangkan bahwa etika/moral/akhlak ialah spatu daya
yang positif dan efektif yang didapat oleh manusia untuk menjelaskan situasi
balinnya.3

Sedangkan Mahmud Syaltout merumuskan akhlak adalah karakteristik,
moral, kesusilaan dan budi pekerti yang baik yang ada dalam jiwa dan
memberikan pengaruh langsung pada pcrbualan.4

Lebih tegas menurut Madjid Fakhri, etika merupakan gambaran
rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta
prinsip-prinsip yang menentukan keputusan bahwa perbuatan dan keputusan
tersebut secara moral diperintahkan dan dilarang.’

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa etika Islam merupakan
mata rantai yang berpaut erat dengan prinsip keyakinan agama. Standar yang
digunakan untuk mengukur benar dan salah suatu perbuatan tidak sekedar.

aspek fisik. Tetapi, lebih jauh melihat bahwa semua perbuatan tergantung
pada niat.

. Sumber Etika Islam

Etika Islam scbagai etika keagamaan telah menetapkan sumber etika

sebagai karakteristik yang berbeda dengan sistem etika umum.

Semberantasan K

3 A. Mukti Al Etika Agama Islam dalam Pembentukan Kepribadian Nasional dalam
emaksiatan dari Sesi Agama Islam. (Yogyakarta: Nida, 1991), him. 8.

4 Mahmud Syaltout, Akiduh dan Syari‘ah Islam, alih bahasa Fachruddin, cet. 1, (Jakarta;

Bina Aksara. 1985). him. 190.

5 Madjid Fakhry, Etika dalam Islam, alih bahasa Zakiyuddin Baidhawy, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 1996), hlm. xv-xvi.
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Dalam Islam, pedoman pokok adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Kedua
dasar itu menjadi landasan dan sumber ajaran Islam secara menyeluruh
sebagai pola’kehidupan dan menctapkan antara mana yang baik dan buruk.

Namun, kedua sumber utama tersebut tidak bisa bicara apa-apa tanpa
adanya pembacaan dari mufasir. Permasalahan manusia setiap harinya
semakin kompleks sciring dengan perubahan zaman. Masyarakat muslim yang
terbentuk sctelah turunnya al-Qur'an akan banyak menjumpai persoalan-
persoalan moral masyarakat. Pada zaman Nabi masih hidup, mungkin selalu
dapat dikembalikan pada sumber utama yaitu al-Qur'an dengan penambahan
penjelasan dari Nabi sendiri. Scjalan dengan perkembangan Islam yang
berdialog dengan budaya, adat dan pola pikir diluar Islam, maka persoalan
moral menjadi sangat kompleks. Masalah yang paling utama adalah
bagaimana mengeluarkan ethics Islam yang bersumber dari al-Qur'an yang
melibatkan seluruh moral kcagamaan dan sosial masyarakat muslim guna
menjawab persoalan yang timbul, baik dari luar maupun dalam. Sementara al-
Qur'an tidak memuat teori-teori yang baku.’

Sementara al-Qur'an menjelaskan tentang etika dengan mendasarkan
tiga tema kunci utama yang merupakan pandangan dunia al-Qur'an. Ketiga
tema kunci tersebut adalah iman, Islam dan tagwa yang jika dipikirkan akan
memperlihatkan arti yang identik.” Istilah iman berasal dari akar kata a-m-n
memiliki arti pokok “keamanan”, “bebas dari bahaya”, “damai”. Islam yang

... alanva S-i-7. Juga MEMmIlK1 aru “aman dan integrai”. “teriindung dari

°® Madiid Fakhry, /b1d., hlm. Xv.
7 Fazlur Rahman, dkk., Metode dan Aliernatif Neo Modernisme Islam, (Bandung: Mizan,

1992), hlm. 66.
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disintegrasi dan kehancuran”. Dan tagwa yang sangat mendasar bagi al-Qur'an
disamping kedua istilah di atas, memiliki akar kata w-g-y juga berarti
“melindungi’ dari bahaya”, “menjaga kemusnahan, kesia-siaan atau
disintegrasi”.®

Setelah menganalisa terhadap ketiga istilah tersebut di atas, secara
langsung mengarah ke dalam “bawah sadar al-Qur'an sebagaimana adanya”. Ia
memberikan kita “intipan” ke dalam makna terdalam, yaitu makna dasar al-
Qur'an, makna dasar yang pada dasarnya ditunjukkan untuk melindungi dan
mengembangkan integritas para individu dan kelompok. Apa saja yang
konduktif bagi integritas tersebut akan menjadi baik, dan apa saja yang
menghalangi integritas dan membawa ke arah disintegrasi serta kemusnahan,
akan menjadi jelek.”

Dari prinsip ini pertama mengalir kebutuhan atau keimanan terhadap
Tuhan sebagai pencipta, penopang, pemberi petunjuk dan terakhir sebagai
hakim. Dari sistem kepercayaan ini kemudian muncul prinsip umum tentang
keadilan sosial dan prinsip egalitarisme. Setelah itu, baru muncul aturan
spesifiknya al-Qur'an yaitu dengan melakukan suatu upaya sistematis dan
mencarikan  prinsip-prinsip  dari  aturan-aturan  spesifiknya kemudian
merealisasikannya sebagai hukum-hukum moralitas dan etika untuk masa
kekinian.

Dengan demikian isi al-Qur'an tentang etika, mempunyai cakarawala

yang luas menyangkut nilai-nilai bagi perwujudan kehidupan manusia dalam

8 Ibid.
Y Ibid.
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berbagai bidangnya baik pada tatqaran individu, kemasyarakatan dan
kenegaraan yang egalitarian, integral, adil, selamat, sejahtera dan bahagia baik
di dunia madpun di kehidupan setelah mati.

Berangkat dari  hal tersebut di atas, kaum muslim mulai
mengembangkan pemikiran keagamaan. melalui ijtihad untuk memahami
kedalaman dan keluasan isi kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi.
Dari sinilah lahir beberapa tipe pemikiran etika dalam Islam yang merupakan
hasil maksimal dari aktifitas akal pikiran, baik dari kalangan fuqaha, teologi
maupun filosof.

Menurut Madjid Fakhri, sistem etika Islam dapat dikelompokkan
menjadi empat tipe. Pertama, moral skripturalis. Kedua, etika teologis.
Ketiga, teori etika filsafat. Keempat, etika religius. Dalam aturan moralitas
skripturalis, aturan moral ditunjukkan dalam pernyataan atau quasi moral al-
Qur'an dan sunnah. Pemikiran ini didasarkan secara langsung terhadap
pernyataan al-Qur'an dengan membedakan antara dua level yaitu ethos al-
Qur'an dan sunnah dalum bentuk asli dan teori-teori etika yang dibangun oleh
komentator (mufasir). Pada dataran ini para ahli mengembangkan teori etika
dengan cara menginfentarisir ayat-ayat al-Qur'an, yang mencakup tiga
masalah pokok. Pertama, hakikat benar dan salah yang dipahami dari bagian
al-khair, al-birr, al-qisth, al-"adl, al-hagq, al-ma’ruf, at-tagwa, ash-shalihat,
as-sayyi ‘ai. Kedua, keadilan dan kekuasaanTuhan. Ketiga, tanggung jawab

manusia.'’ Adapun para filosof dan teologi kemudian mengembangkan pokok

' Madjid Fakhry, op.cit., him. 1-2.
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masalah etika tersebut dengan ketelitian abstraksi dan analisisnya di bawah
sinaran metode dan kategori diskursif yang dikembangkan pada abad
8 dan 9."

Aturan yang kedua yaitu teori etika teologi. Aturan ini

mengembangkan prinsip benar dan salah, keadilan Tuhan, dan tanggung jawab
manusia dengan melandaskan pada al-Qur'an dan hadits. Tetapi telah
dikonstruksikan dalam etika rasionalisme seperti dilakukan oleh kaum
Mu’tazilah Asy’ariyah."*
Perbuatan baik menurut Abdul Jabbar, seorang tokoh Mu’tazilah, terdapat
dalam hubungan antara sesuatu yang baik dan terpuji di satu sisi, buruk dan
tercela di sisi lain. Karena itu, membagi perbuatan baik menjadi tiga yaitu
yang boleh dilakukan jika mampu dan boleh ditinggalkan (mubah). Perbuatan
yang dianjurkan (sunnah) dan perbuatan yang wajib dilakukan. Perbuatan baik
dan buruk dapat dikenali sccara cstetis seperti gambar dikenali indah atau
jelek. Tetapi, pendapat ini ditolak oleh kelompok Murji’ah dan Asyariyah
yang berpedoman bahwa kebaikan dan keburukan ditentukan oleh perintah
dan larangan Tuhan."’

Aturan yang ketiga, yaitu teori etika filsafat, yaitu teori etik yang
dikembangkan oleh filsafat muslim, yang mengambil pelajaran dari prinsip-
prinsip etika filosof (Yunani), khususnya karya Plato dan Aristoteles."* Tokoh

ini diantaranya Ibnu Maskawaih dalam kitabnya Takhdzibul Akhlag. Bagi

" rpid,, him. xxi.
= pid,. niv 2
5 Jpid., him. 29.

¥ rpid., hlm. xxii.




aturan ini, etika bertujuan menanamkan kualitas moral dan melaksanakannya

dalam tindakan utama secara spontan dengan argumentasi praktis logis dari
keyakinan. °

Adapun aturan yang keempat adalah etika religius. Menurut Madjid
Fakhri, terdapat perbedaan antara teologis dan etika religius. Walaupun garis
perbedaannya sempit. Pertama, etika teologis dikembangbiakkan oleh
Mu’tazilah maupun Asy’ariyah yang berada dalam spirit dialektis dan
mendukung tesis rasionalitas tertentu yang berafiliasi pada filsafat Yunani.
Kedua, adanya pernyataan yang lebih banyak dipusatkan dalam bidang
metodologis, logis tindakannya sebuah proporsisi etik daripada membangun
teori moralitas secara substantif. Ketiga, tekanan pembahasan teologis tentang
etika cenderung bersifat polemik secara keseluruhan, seperti kontradiksi
tradisionalis dan determinis dan Mu’tazilah."

Etika religius werutama dikembangkan dari akar konsepsi-konsepsi al-
Qur'an tentang manusia dan kedudukannya di muka bumi, dan cenderung

melepaskan dari kepelikan dialektika dan memusatkan pada usaha untuk
mengeluarkan spirit moralitas Islam secara utuh.'

Bahan-bahan etika religius adalah pandangan dunia al-Qur'an, konsep
teologis, kategori filsalat dan dalam beberapa hal sufisme. Karena itu, sistem
etika religius muncul dalam berbagai bentuk yang kompleks sekaligus
memiliki karakteristik yang Islami. Di antara komponennya adalah Hasan al-

Basri, al-Mawardi, al-Raghib al-Isfahani, al-Ghazali, dan Fakhrudin ar-Razi.

I

S Jbid., him. 67-68.
16 1pid., him. 68.
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Al-Ghazali yang sistem etikanya mencakup moralitas filosofis, teojogis, dan

sufi adalah contoh yang paling utama dari etika religius.

Dari keempat alurali)(\‘elika Islam tersebut, etika religius akan menjadi

pilihan sebagai landasan tcori nilai-nilai etika yang didasarkan pada konsep al-

Qur'an tentang nilai-nilai suatu etika hukum dalam Islam."”

Sementara kajian cpistemologi terhadap nilai-nilai suatu perbuatan,

oleh F. Huorani dikelompokkan menjadi empat aliran, yaitu :

l.

[\

[0S

Obyektifesm; “right” memilik arti yang obyektif, yaitu suatu perbuatan itu
disebut benar apabila terdapat kualitas benar pada perbuatan itu. Aliran ini
biasanya dimiliki oleh aliran Mu’tazilah dan filsuf muslim.

Subyektivism: “right” tidak memiliki arti yang obyektif, tetapi sesuai
dengan kehendak dan perintah dan ketetapan Allah SWT. Tipe ini disebut
secara spesilik oleh George F. Huorani dengan theistic subjuctivism atau
dirine subjectivisme. Bagian ini disepadankan oleh George F. Huorani
dengan sebutan ethical valuntarism.

Rationalism: “right” itu dapat diketahui dengan akal semata atau akal
bebas. Artinya, akal manusia dinilai mampu membuat keputusan etika
yang benar berdasarkan data pengalaman tanpa menunjuk pada wahyu.
Aliran ini dengan pendayaannya terhadap akal disepadankan oleh George
I, Huorani dengan kelompok intuitionist. Aliran ini dibagi menjadi dua
yaitu : pertama, “right” selalu dapat diketahui oleh akal secara bebas.

Kedua “right” dalam beberapa kasus dapat diketahui oleh akal semata,

7 1pid., him. xxi-xxiii.
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dalam kasus lain diketahui oleh wahyu, sunnah, ijma dan qiyas, atau dapat
diketahui oleh akal wahyu dan seterusnya. Aliran ini secara spesifik
disebut dengan partial rationalism.

4. Traditionalism: “right” tidak akan pernah dapat diketahui dengan akal
semata tetapi hanya dapat diketahui dengan wahyu. Menurut George F.
Huorani, aliran ini bukan sama sekali tidak memanfaatkan kemampuan
akal. Tetapi kemampuan akal dipergunakan pada saat menafsirkan al-
Qur'an dan sunnah. Menetapkan ijma’ atau menarik qiyas. Aliran seperti

ini biasanya dianut oleh para fugaha dan mutakallimin."®

C. Konsep Nilai Dalam Etika Islam

Menurut Syed Wahab Haider Naqwi, sistem etika Islam selalu
tercermin  dalam  konsep tauhid.” Konsep ini berarti kita tidak bisa
memisahkan antara Khaliq dan makhluq, dan memerlukan penyerahan tanpa
syarat oleh semua makhluk kepada-Nya. Konsep tauhid juga memberikan

prinsip perpaduan yang kuat juga eksistensi manusia, karena seluruh umat

manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada-Nya.?

Konsep ini mengemukakan dua dimensi penting dari eksistensi

manusia yaitu dimensi vertikal dengan Tuhannya dan dimensi horizontal

dengan scsama umat manusia. Dalam dimensi horizontal diimplementasikan

dengan pandangan bahwa manusia adalah sama di hadapan Tuhan sehingga

konsep int dapat memperkoKon persauan un:z..
emikiran Filsafat Moral Raghib al-Isfuhani (w. + 1108 M).
heology Islam, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992), him. 10.
k Etika, (t.tp.: t.p., t.t), hlm. 50,

s Amril M., Studi I’
9 A_ Hanafi, Pengantar |
 gyarifudin Syukur, Aspe




22

Ketentuan pertama dari etika Islam adanya keseimbangan, alzadl, yang
merupakan dimensi horizontal Islam. Keseimbangan merupakan sifat tertinggi
Tuhan. Keseimbangan juga harus terwujud dalam kehidupan keseimbangan
individu. Dalam diri manusia tedapat nafsu makhluk manusia yang adil. Dan
dalam istiiah keseimbangan ini terdapat nilai normatif tertentu yang
menunjukkan tanggung jawab moral dalam masyarakat.

Ketentuan kedua adalah kehendak bebas. Sebenarnya hanya Tuhanlah
yang mutlak bebas sedangkan manusia bersifat relatif. Maksudnya manusia
tidaklah diikat dengan takdir dalam arti harfiah. Manusia diberi kecakapan
untuk memilih dan kebebasan untuk menerima atau menolak yang ada di
bumi, sebagai kelanjutan penerimaan manusia akan beban yang tak
seorangpun dapat memikulnya. Konsep Islam tentang kebebasan manusia
berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh filosof sosial barat yang menurut
mereka dengan adanya hak individu yang hampir tidak dibatasi dalam hal
pemilikan kekayaan.”'

Ketentuan terakhir adalah pertanggungjawaban, sebagai konsekuensi
dari adanya kehendak bebas manusia. Kebebasan yang tak terbatas berarti
penanggungjawaban yang tak terbatas. Ini merupakan kontradiksi yang tak
dapat dibenarkan dalam waktu yang sama. Kebebasan harus diimbangi dengan
pertmggungjawaban. Karena dengan menjatuhkan kepada suatu pilihan dia
harus bersedia menerima konsekuensinya. Tidak seorang pun dapat bebas dari

konsekuensi perbuatan jahatnya. Doktrin pertanggungjawaban ini merupakan

-

2 lbld' hlm' 5"




suatu prinsip dinamis agar manusia berkembang untuk mencapai

kesempurnaan karena itu fatalisme yang tersirat dalam takdir bukan

merupakan bagian dari Islam.?

Ketiga konsep yang diungkapkan oleh Madjid Fakhri tersebut adalah :

1. Konsep Keadilan
Dalam masalah keadilan, kata kunci yang digunakan dalam al-
Qur'an adalah ‘adl dan qisth. ‘Adl mengandung pengertian yang identik
dengan samiyyah yaitu penyamarataan (equalizing), dan kesamaan
(leveling). Penyamarataan dan kesamaan ini berlawanan dengan izum dan
jaun (kejahatan dan penindasan). Qisth mengandung makna “distribusi,
angsuran, jarak yang merata”. Juga berarti “keadilan, kejujuran dan

lf.ewajaran.”23 Dengan demikian, keadilan dalam Islam mengandung

makna distribusi yang merata bagi- semua pihak termasuk didalamnya

distribusi dalam bidang hukum.

Keadilan yang ditunjukkan hukum Islam adalah keadilan mutlak
dan sempurna bukan keadilan yang relatif dan parsial, seperti yang ada
dalam sistem hukum Yunani, Romawi, maupun hukum manusia lainnya

Maka keadilan hukum Islam mencari motif keadilan yang paling dalam

misalnya perbuatan itu ditentukan oleh niat dan kita berbuat seolah-olah di
- i

hadapan Allah SWT.*

I ————
2 1bid,, him. 53.
B Asghar Ali Ei

cet. 2, (Yogyakarta: Pusta
24" Muslehuddin,

Sistem Hukum Islam, alih ba
hlm. 81.

gineer, Islam dan Teologi Pembebasan, alih b .
ka Pelajar, 2000), him. 59-60. ahasa Agung Prihantono,
Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientali.

: . alis, Studi .
hasa Yudian Wahyudi Armin, (Yogyakarta: Tiarlz;divzz;ﬁ‘;nﬁlggfy




Hakikat dasar kemanusiaan termasuk kemestian menegakkan
keadilan merupakan bagian dari sunnatullah. Karena adanya fitrah
manusia dari Allah dan perjanjian primordial antara manusia dan Allah.
Keadilan sebagai sunnatullah merupakan hak yang obyektif tidak
tergantung pada kemauan manusia siapapun dan tidak akan berubah
(immutable) dan sebagai bagian dari hukum kosmos yaitu hukum
keseimbangan (al-mizan) yang menjadi hukum jagad raya atau universal.?’
Keadilan adalah persoalan manusia sedunia, setiap masyarakat
berkewajiban untuk melaksanakan keadilan itu, orang tidak boleh diam
apabila terjadi sesuatu yang tidak adil.?®

Dalam pemikiran hukum Barat modern yang melandaskan
pemikirannya pada pemikiran para filsafat Yunani, tidak mempunyai
standar mutlak secbab moralitas dan hukum tidak hanya berbeda satu sama
lainnya tetapi juga dipahami sccara syah konsep Plato tentang moralitas
hanya berfungsi untuk menghancurkan kebebasan individu, sedangkan
Aristoteles nampaknya lebih menekankan keadilan legalitas atau positif
demi kepentingan hukum belaka, sedangkan standar keadilan hukum Islam
adalah mutlak karena berpijak pada dasar agama yang bersumber dari
wahyu, prinsip yang ditentukan oleh Tuhan harus dipercayai sebagai
bagian dari keyakinan agama seseorang. Sebaliknya, para filosof yang

menjadikan keadilan sebagai masalah institusi hanyalah khayalan,

25 Nurcholis Madjid, /slam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru

Islam Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1995). him. + e

249.

% Theo Huijbers, Hukum Dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), him.




kepercayaan tertinggi mereka tidak terletak pada prinsip keadilan yang
abadi, tapi pada kebijaksanaan, kebaikan atau kekuasaan manusia belaka

Hukum Islam bersumber pada wahyu merupakan neraca unt;lk
menimbang semua persoalan moral, semua masalah tingkah laku yan
baik dan buruk. g
Wahyu adalah standar keadilan yang mutlak tapi juga merupakan sumber
yang abadi bagi keadilan. Sedangkan akal dengan berbagai variasinya
memberikan berbagai definisi dan bentuk bertentangan dengan keadilan
dan karenanya gagal untuk mencapai keadilan itu sendiri.”’

Hukum Islam mempunyai keadilan yang mutlak karena
dilandaskan pada prinsip hukum yang'penuh kepastian, sehingga keadilan
dalam hukum Islam merupakan perpaduan yang terpaut antara hukum dan
moralitas. Hukum Islam tidak pernah menghancurkan kebebasan individu
tetapi mengontrol demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Individli
dibolehkan mengembangkan  hak pribadinya dengan syarat tidak
mengganggu kepentingan masyarakat. Ini mengakhiri perselisihan dan

memenuhi tuntutan keadilan, Karena itu, berlaku adil berarti hid
’ rarti  hidup

menurut ketentuan lslam.28

Konsep Kehendak Bebas

I\

Kehendak bebas merupakan kebutuhan yang paling utama dal
am

(ilsafat sosial tentang konsep manusia beb
as. Hanya Tuhan saj
saja yang

mempunyai kebebasan yang mutlak, namun dalam batas pencipt
1ptanya,

-

27 tpidy him. 79.
% rpid., him. 83.




manusia juga secara relatif i
mempunyai kebebasan. M i
. Manusia sebagai

khalifah di muka bumi mempunyai kehendak bebas. Untuk mengarahkan
pada kehidupannya yang bertujuan menciptakan kesucian diri
Berdasarkan ketentuan kehendak bebas ini, dalam hukum, manusia;
mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk
menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada
kehendak Allah, maka akan menepati semua janjinya. Ia merupakan
bagian dari masyarakat dan sosial. Dengan demikian kehendak bebas

berhubungan dengan kesatuan dan keseimbangan. Allah SWT berfi
. irman
dalam al-Qur'an :

'/a:a/ % °}.o/a‘/z/; o - B o)f’, e v
e "[f@;“d”ﬁwﬁc"uo@}gﬁbiséj\ﬁ}

29 . e Z., -0 @
(Y4 J@Q\) U ezl
“Dan katakanlah.: Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka b
, 1 barang

siapa yang ingin mu’'min maka mu’minlah da
n barang siap
a yang kafir

maka ia kafir. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang
-orang

dzalim itu neraka.”

Kebebasan adalah suatu nilai yang harus dihargai setiap individu
kelompok, dan bangsa tidak mungkin menentangnya. Menurut Abdullah
kebebasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan, tetap;
dimengerti olch sementara orang, maka kebebasan dengan

sering salah

kehidupan tanpa ikatan.

-

» 5. Al-Kahfi (18): 29.
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Ibnu Khaldun menyebutkan kekuasaan yang dijalankan dengan
kekerasan, penuh hukuman dan penindasan, serta selalu mencari kesalahan
kecil yang dilakukan rakyat, meyebabkan rakyat akan selalu diselimuti
rasa ketakutan dan tertindas. Dalam keadaan seperti ini, sifat yang
berkembang di kalangan masyarakat adalah sifat suka berdusta dan tidak
mengatakan apa yang sebenarnya penipuan dan kebohongan merupakan

ciri tersebar luas di tengah masyarakat.3°

Dalam konsep Islam, kebebasan manusia menekankan pad
pada
kebebasan jiwa manusia dari segala bentuk ketertundukan dan kepribadi
ibadian

kepada apapun selain Allah SWT. Dalam al-Qur'an disebutkan :
W8 - <z o 37 o 2 T it T
J"“ A : L, 0 - oo)ozo/o/ PR A - -
s S oy e oy ! ARSI TRART
31 $—1\ -
SR )

“Katakanlah: Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah t
empat

bergantung. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak
: seorang

pun yang menyamai-Nya.”’

Dengan begitu jiwa manusia akan terbebas dari segala
macam

bentuk keterikatan dan tekanan yang bersifat duniawi dan pada gili
irannya

jiwa manusia akan dapat berhubungan langsung dengan penciptaan al
aan alam

semesta sehingga lahir rasa percaya diri dan keberanian menegakk
€g an

keadilan.32

30 Hasyim Syah Nasution, /bid., hlm. 131.
4.
op-cit., him. 33.

3.8, Al-lkhlas (1 12): 1-
32 Hasyim Syah Nasution,
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Namun pada kehidupan materialis, orang sangat mengagungkan

nilai-nilai material yang berupa harta dan kekayaan. Islam mengajarkan
bahwa materi hanyalah sarana dan cobaan untuk hidup, bukan sebagai
tujuan akhir hidup. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an :

s 0 &,

33 el e e c Tt el {0l 0 ltlel L s
(Vo 0L (,..{a.& e oe iy 4.-:_3(,5;31);) ("Q‘J”‘ G4
“Tak lain harta kekayaan, anak adalah cobaan dari Alah di sisi-Nya

pahala yang sangat besar. "

Adanya pandangan bahwa harta dan dunia seisinya sebagai ujian
dari Tuhan, maka akan dapat menetralisir ambisi terhadap materialisme
Adanya ketergantungan yang besar kepada unsur kebendaan dapat

berakibat cenderung membuat tindakan seseorang tidak bebas dan selalu

terkait dengan kepentingan pribadi (vested intersal).

Konsep Pertanggungjawaban

Kebebasan tanpa batas merupakan hal yang mustahil dilakukan
oleh manusia. Karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan

akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia
td

perlu mernpertanggungjawabkan tindakannya secara masuk akal

Ketentuan ini berhubungan erat dengan ketentuan kehendak bebas. Ia

menetapkan batasan megenai apa yang bebas dilakukan dengan

bertanggungjawab atas semua yang dilakukan dengan bertanggung jawab

atas semua yang dilakukan.

3Q.s. Al-Taghabun (64): 15.




Tanggung j
ggung jawab merupakan suatu prinsip dinami
s - yang
berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupak:
rupakan kekuatan

dinamis ‘individu unt
uk mempertahankan kuali
ualitas keseimban
gan dalam

masya1rakat.54

Dalam bidang hukum, ketentuan ini dijabarkan menjadi
1 suatu pola

g

jawab yang tegas untuk mem iki
perbaiki kualitas sosi
ial, maka peri
perilaku

seseorang harus menyadari eksi i
sistensl anggota m
asyarakat lain. K
. Konsep

langgung jawab dalam I[slam mem isi
punyai sifat berlapis
ganda dan berfoku
s

aik dari tingkat mikro (individu) maupun makro (organi
yanisasi dan i
sosial),

yang keduanya harus dilakukan secara bersama-sama. M
. Menurut Sayyid

Qutb [slam mempunyai P 'insi ertan
yang seimbang

dalam segala bentuk ruang lingkupnya. Antara jiwa d
. a dan raga, an
, antara

person dan keluarga, antara individu dan sosial, antar
’ a suatu mas
yarakat
dengan masyarakat lainnya.”

Ildak SCpCI’ﬁ pa da kajlan tafsi ]
r tradisional ada
p umumnya
y

cenderung membatasi pada sisi pertanggungj
gungjawaban yang bersi
g bersifat ukhrawi
wi

dan invidiual. pada konteks kekinian perlu ditelaah lebih lanjut adalah
ut adalah sisi

pertanggungjawaban yang Dbersifat  duniawi
WI1. Al-Qur'aIl h
anya

menyampaikan pesan kepada umat manusi
sia sebagai indivi

ividu yan

g

mandiri, tetapi jugd memberikan bimbingan tent
ang kehidupan k i
olektif.

cit., him. 125.
., him. 126.

Fauroni, 0P
Fauroni, ibi

YR Lukman
35 R, Lukman




dan dalam
hubungan antara manusia dengan lingkungan hid
' | upnya,
mengabaikan ajaran moral tersebut akan berakibat tidak h
’ anya penderitaan
batin dan si i \
siksaan (akhirat) secara individual, tetapi secara kolekt
> olektif

(generasi) mereka j i
juga akan menerima hukum
‘ an sekarang, di dunia ini
» ia ini

juga.*®

D. Advokat Dalam Hukum Islam
Advokat pada dasarnya merupakan salah satu unsur penegak huk
um di

samping hakim, jaksa dan polisi. Selain b
. erperan sebagai pemberi j
: jasa hukum

dalam proses di muka i j
pengadllan advokat ju,
) ga dapat memberikan
pelayanan

diluar pengadilan (non legitasi). Di dalam kh
: asanah-pengadilan Islam
, terdapat

suatu lembaga khusus untuk memenuhi kebutuh
an masyarakat tentan
g hukum,

disamping lembaga peradilan (gada) 7L
>’ Lembaga tersebut di
antaranya adalah

lembaga tahkim, futiya dan fatwa, wilayah mazalim.
1. Lembaga Tahkim
Dalam bahasa Arab, tahkim berarti “menyerahkan putu
san pada

seseorang dan menerima putusan itu.” Secara termi
) inologi, tahkim
J adalah

“dua orang atau lebih menfahkimkan kepada
seseorang di antara
mereka

untuk diselesaikan sengketa dan ditetapkan huk
um syara’ atas sen
gketa

mereka itu.3 8

him. 122.

36 Miftahul Huda, 0p.- it bim. 17
ilan dan Hukum Acara Islam, ce

, cet. | (Semara_n .
g: Pustaka Rizki

37 Hasbi Asshidieqi, Perd

Putra, 1997), him. 33-34.
38 pid,, him. 81.
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Dasar hukum adanya lembaga tahkim ini adalah firman Allah

SWT:

by ol 1y O Lglal LS g dal o LS 12l ..

9 Legin

“ . maka tunjuklah seorang hakam (mediator) dari pihak suami dan
seorang hakam dari pihak istri. Jika kedua hakam itu menghendaki

keduanya kembali baik, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada

keduanya ...”
Untuk menjadi tahkim harus, memenuhi syarat tertentu. ahli figh

menetapkan bahwa hakam hendaknya orang yang mempunyai sifat hakim

dan benar-benar mempunyai keahlian dibidangnya. Adapun perkara yang

ditahkimkan adalah perkara yang tidak masuk dalam bidang pidana dan

qiyas.4°

Adapun putusan yang dihasilkan hakam tidak sama dengan putusan

qadi (hakim). Menurut Ahmad dan Abu Hanifah dan Asy-Syafi’i, putusan

yang diberikan oleh hakam harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Tetapi, menurut riwayat yang lain, hukum yang diberikan oleh hakam

tidak harus dituruti oleh yang bersangkutan.*!

3 (.S. An-Nisa (4):35.

© 1bid.
41 1pid, him. 85.
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2. Futiya dan Fatwa

Futiya dan fatwa ialah menjawab sesuatu pertanyaan yang tidak
begitu jelas hukumnya. Orang yang memberikan fatwa disebut mufii.
Perbedaannya dengan ijtihad adalah orang yang mujtahid mengistinbatkan
hukum, baik untuk dirinya maupun orang lain mengenai hal-hal yang telah
terjadi dan kadang-kadang belum terjadi. Adapun iffa hanya mengenai apa
yang telah terjadi saja.*

Perbedaan dengan gada ialah gada atau putusan hakim harus
dituruti dan alat-alat negara berusaha melaksanakan putusan itu.
Sedangkan fatwa tidak mengharuskan orang mengikutinya dan kekuasaan
negara tidak dapat campur tangan untuk melaksanakan fatwa itu.*’

Fatwa-fatwa yang diberikan oleh mufti walaupun tidak merupakan
putusan hakim, tetapi dapat merupakan petunjuk-petunjuk yang dapat
dijadikan bahan pertimbangan hakim.

3. Wilayah Mazhalim
Wilayah mazhalim adalah suatu kekuasaan dalam bidang

pengadilan yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim dan muhtasib.**
Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak dapat masuk dalam
wewenang hakim biasa. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara

penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa, hakim ataupun anak-anak

dari orang yang berkuasa.

42 [pid, him. 86.

4 Ipid., him. 87. .
# Fazlur Rahman, Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1984)

hlm. 110.
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Sebagian dari perkara yang diperiksa dalam lembaga ini adalah
perkara yang diajukan oleh seorang yang teraniaya dan sebagian tidak

memerlukan pengadilan dari yang bersangkutan.®’

Dari ketiga pencari keadilan tersebut di atas, pada dasarnya tidak jauh
a
berbeda dengan tugas seorang advokat dalam pengertian istilah hukum

modermn. Mengingat fungsi dan peranan advokat juga mencakup pemberi
an

bantuan hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Baik beru
. pa

legal aid, legal advice, legal consultation dan sebagainya.

Dalam sejarah awal perkembangan Islam belum mengenal adanya

istilah advokat. Istilah ini memang lahir dari tradisi hukum di dunia B
arat.

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum. Pada awal sejarahnya merupak
an

salah satu wujud sikap kedermawanan (charity) sekelompok elit gereja

terhadap pengikutnya dan penduduk sekitar gereja. Dengan demikian

hubungan kedua belah pihak merupakan suatu pola hubungan timbal balik.*®

Meskipun demikian, dalam sejarah pendidikan Islam terhadap

beberapa institusi pemberi jasa bantuan hukum yang mirip dengan peranan

advokat tersebut di atas. Dalam hukum acara Islam, advokat dan fungsinya

gai pemberi bantuan hukum memiliki beberapa pengertian, yaitu :

seba
memiliki keahlian hukum. Dalam pengertian ini istilah i
i

1. Mereka yang
. Lad ;
advokat disebut dengan ?S | berasal dari ?S\A yang berarti melindungi

atau mempertahankan.

Peradilan, him. 92.
kum dan Kemiskinan Struktural, cet. 1 (Jakarta: LP3ES |
' \

h-Shiddieqy
bis, Bantuan Hi

45 M. Hasbi AS
46 T Mulya Lu

1986), him. 1-2.
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2. Mereka yang memiliki keahlian hukum dan dijadikan tempat bertanya

dalam masalah-masalah hukum. Pada pengertian ini istilah advokat
discbut dengan (53 berasal dari kata = yang berarti berfatwa atau

memberi fatwa. Jasa mufti dapat digunakan oleh semua orang untuk

berkonsultasi masalah hukum dan merupakan kewajibannya untuk

memberikan penjelasan kepada kliennya.

3. Mereka yang memiliki keahlian hukum. Dalam hal ini adalah UJ:S 3 berasal

dari JSy yang berarti menyerahkan atau mewakilkan perkara di depan

pengadilan.

Dengan demikian ada dua bentuk bantuan hukum dalam peradilan

Islam, yaitu wakalah (mewakili pihak yang berperkara dalam perkara perdata
di pengadilan) dan muhamah (membela dalam perkara pidana di pengadilan).

Pemberi bantuan hukum dalam bentuk muhamah diperbolehkan

asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Itu berarti seorang
tidak bisa membela kepentingan klien dengan prinsip mencari

g lebih diutamakan adalah mencari kebenaran dan

advokat

kemenangan. Disini Y27

am istilah al-Quran advokat dilarang membela orang yang

kebenaran. Dal

mengkhianati dirinya.
“ o B0 0
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“ Janganlah kamu berdebat dengan orang-orang yang berkhianat diri sendiri;

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berkhianat lagi banyak

dosa.”

Sedangkan lembaga fatwa (mufti) dimaksudkan untuk menyelesaikan

sengketa hukum di luar pengadilan. Ada perbedaan dalam kekuatan hukum

putusan antara gada (putusan hakim) dengan fatwa yaitu gada harus dituruti

dan alat-alat negara dapat melaksanakan putusannya. Sedangkan fatwa tidak

mengharuskan orang untuk mengikutinya dan kuasa negara tidak bisa campur

tangan untuk melaksanakan putusan fatwa tersebut.*®

Pada zaman belakangan ini, di beberapa negara Islam diadakan

lembaga ifta yang dipimpin oleh ulama yang mempunyai tugas dalam bidang

peradilan dan lembaga ini bernaung di bawah Departemen Kehakiman. Fatwa-

fatwa yang diberikan meskipun bukan merupakan putusan hakim tetapi

merupakan petunjuk dan merupakan majelis pertimbangan.*’

Dalam istilah figh, advokat disebut juga dengan istilah wakalah yang

berarti suatu penyerahan kuasa atas hak seseorang kepada orang lain. Dalam
praktek peradilan Kedudukan klien dapat diwakilkan kepada kuasa hukumnya.
Namun demikian, undang-undang tidak mewajibkan memakai advokat, juga
tidak melarangnya-. Akan tetapi mengatur tentang pemberian jasa hukum.
Kuasa berarti wewenang. Jadi pemberian atau pelimpahan wewenang

a kuasa untuk mewakili kepentingannyaa.*®

dari pemberi kuasa kepad

48 M, Hasbi Ash-Shiddieay 9P cit, him. 87.

49 .

Ibid,, him. 4 1. . |
50 Dawam Prinst, SUale8! Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata (Bandung; Citra
Aditya Bhakti, 1992); him. 5-6-




Dalam hukum Islam, kuasa diistilahkan dengan at-tafwid yang berarti

penyerahan, penglegalisasian, pemberian mandat.

Sedangkan wakalah menurut ahli figh adalah :

Jo deid gt ) b et 2sk O oo Sl (2 WS

“Wakil adalah seorang hamba yang diserahi sesuatu oleh seseorang untuk

mengawasi perbuatantyd dalam hidupnya.”

Dari beberapa pengertian kuasa tersebut, dapat disimpulkan bahwa

kuasa atau wakalah adalah penyerahan kuasa atas seseorang kepada orang lain

yang dipercaya untuk mewakilkan haknya. Dalam arti mengurusi perkara yang

dilimpahkan kepadanya-
Dalam syari’at wakalah ada sejak pembentukan hukum. Karena

nstitusi ini sebagai salah satd manifestasi dari prinsip tolong menolong.
; Dalam hal ini prinsip perwakilan khususnya wakil di muka pengadilan
lebih mencerminkan prinsip penegakkan keadilan. Karena yang diangkat

sebagai wakil adalah orang yang profesional dalam menyelesaikan perkara di

pengadilan.

53 ‘&3}&39"

oV :1:.,.«.5}\.: u,,.s)s ‘y;\}:‘;\ &:JMGJ-L;

51 Sayyid Sabid, Figh as-Sunnah Jilid 111 (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam Arabi, 1990)

him. 311. o
" Abdurrahman al-Jaziri, al-Fi4

t.t), hlm 168
5 .Q.S. Al- Maidah (5): 8-

h ‘ala Madzahib al-Arba’ah, Jilid 111 (Beirut: Dar al-Fikr.
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“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu benar-benar menjadi

orang yang menegakkan keadilan dan menjadi saksi untuk Allah walaupun

atas dirimu ...”"

Dengan demikian, seharusnya para penegak keadilan dalam

menyelesaikan perkara dengan seobjektif mungkin agar tercapai prinsip

keadilan yang sesuai dengan syari’at Islam. Maka dalam hal ini hakim dalam

memutuskan perkara secara objektif sebab kuasa tersebut adalah orang yang

memang berprofesi dalam bidang hukum.

Disini letak pentingnya advokat merupakan salah satu jenis

pertolongan karena mereka memberi bantuan hukum, hal ini menunjukkan
bahwa prinsip itu merupakan prinsip menghilangkan sebagian kesusahan yang
menimpa seseorang. Hadits Nabi menunjukkan sebagai berikut :

P e 7 .- e e A2 . 38 5 5.0 3% o087 .
WS onl s B 08 ANy BB Ll Vel L)
- s, So- ;:‘ P /: f/// e & o0 ~» - ,f o . A
c e L SG ae Al m R SR DN ol b 4
s.»;u«::-.'; cr J{g{”’fcﬁuﬁjffb-@m
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//.,o A Z 4,0 8 Lo 0O oo .. °
54“@‘rﬁ'ws°ﬂ%ﬁy.ﬁhw‘%§

« . orang Islam iti persaudara 'tidak boleh menganiaya dan menghasut maka
barang siapa Yar mencukupt kebutuhan saudqranya, maka Allah akan
mencukupkannya 4an parang siapa yang memberi kesempatan karena ingin
menyusahkan maka Allah akan men.yusahkannya seperti kesusahan yang
terjadi pada hari kiamat dan barang siapa yang menghalangi maka Allah pun
akan menghalanginya pada hari kiamat.

asa hukum akan sang
seorang hakim akan merasa terbantu dalam

Adanya ku at membantu pelaksanaan tugas hakim.

Dengan adanyd jasa hukum 101,

h-Shahih, Juz VvIII (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), him. 18.

Al-Jami’ AS

54 [mam Muslim,
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menemukan kebenaran dan keadilan, bukan berdasarkan emosi sehingga tidak

dapat bersikap objektif, sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur'an.
- o:{///, o Xa o (- P ’-//j:' vV oo &7 o?///o.‘ P £S5
o o ol (S Wikl cligd & ppal b 15 ) L

- 2

/ A @ A o;;/ o /:/ °)° o"o/&'
53 0y asiln So A O i Vil (el g RS AR RATELN]

“Hai orang-orang Yang beriman, hendaklah kamu menjadi penegak
kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Janganlah karena
rasa permusuhanmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu berlaku tidak
adil. Berbuat adillah kam, karena adil lebih dekat dengan tagqwa; dan

bertagwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui

apa yang kamu kerjakan. g

Dari ayat tersebut, maka seorang penegak hukum termasuk advokat

harus bersikap objektif. Kebencian subjektif tidak boleh menyebabkan untuk

an merupakan cerminan dari pribadi yang taqwa.

bersikap tidak adil. Keadil
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BAB III

KODE ETIK PROFESI ADVOKAT

A. Pengertian Kode Etik Advokat

L

Callman, Moral and Ethics,

Pengertian Kode Etik

Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani kuno eth
ethos

(bentuk tunggal) yang berarti tempat tinggal yang biasa; padang
; rumput;

kandang; akhlak; walak; perasaan; sikap; cara berpikir. Sedangkan dalam

bentuk jamak, ta-ctha, berarti adat kebiasaan.' Jadi secara etimologis, etik
: , etika

dupat diartikan scbagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau il
ilmu

tentang adat kebiasaan.

Kata yang cukup dekat etika adalah marah, karena kedua-duanya

berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. Hanya bahasa asalnya yang
berbeda, yang pertama berasal dari Yunani, sedang yang kedua berasal

. .2
dari bahasa Latin.
Pada dasarny@ secara terarah, kedua istilah itu mempunyai sumber

pengertian dan objck kajian yang sama, yaitu sama-sama membicarakan
segala tingkah laku manusia dari sudut pandang yang baik dan buruk
pada dataran kenyataan penggunaan dua istilah tersebut

Akan tetapi,
aan. Moral hanya digunakan untuk tolak ukur

memiliki sedikit perbed
suatu perbuatal yang sedang dilakukan. Sedangkan etika
angka pemikiran untuk mengkaji sistem nilai atau

an sebaga ker

meniali

ngunak
ot , Kamus Filsafat, hl ;
him. 4. Lihat: Lorens Bagus at, hlm. 217. Lihat:
, b A prentice Hall, 1988), him. 6 at: Carl

' K. Bertens, Etika
(New

2 1pid., hlm. 5.

39
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kode.” Jadi, etika i
. , merupakan filsafat atau iki
pemikiran tentang aj
g ajaran dan
pandangan moral. Etika dan aj i
. E jaran moral tidak berada i
pada tingkat yan
' g
sama, yang menyatakan bagaimana Ki i
8 a kita hidup, bukan eti
> etika melaink
an

moral. Etika mau mengerti m i
engapa kita harus mengikuti
engikuti yan
g

bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral.*
Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kata etika diartik
’ 1 1Kan

sebagai : 1. Ilmu pengetahuan tentang moral; 2. Peraturan tentang yan
benar dan salah; 3. Beradab, bermoral.” Dengan demikian, kata :tiki
setidak-tidaknya mengandung tiga arti. Pertama, nilai dan norma moral
yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam
ah lakunya. Etika dalam arti ini bisa dirumuskan juga

mengatur tingk
sebagai “sistem nilai” yang berfungsi dalam hidup manusia peroran
gan

af sosial. Keduad, etika berarti juga kumpulan asas ata
u

maupun pada tara
nilai moral. Yang Jimaksud disini adalah kode etik. Ketiga, etik
g a

ebagal ilmu yang baik dan buruk. Etika disini sama

mempunyai arti S
16
fat moral.

Etika dalam arti kedua, etika sebagai kumpulan asas atau nilai

artinya dengan filsa

menjadi fokus pembahasan penyusun khususnya

moral. Inilah yangé akan
Jingkungan profesi advokat, perlu terlebih dahulu

ctika yang ada di
dvokat sebagai profesi.

ami pengcrtian a

memah
i Jndonesid, (Jakarta: Pradya Paramita, 198
Muh. Said, Erika Masyd! ukul : . . 1980), him. 23-24
Volrans Magnis Sus u]o 1ikd Dasar. Ma.sa/ah-ma.salah Pokok Filsafat MOr;:I
(Youy: ) ||||n ) ,
ey aki llld Kanisius, | 19 )ull gdm Kamus Bahasd Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Mode
: n

S peter Salim dan

English p,ess 1991), him. 409.
i, him. 0.

v K. Bertens, oF- ¢l
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Sampai kini belum ada kesepakatan tentang definisi sebab bel
elum

ada suatu standar yang bagaimana untuk dikatakan profesi tersebut. Istilah
s

profesi dibatasi sebagai pekerjaan yang didasarkan pada keahlian ak
an suatu

disiplin ilmu, yang diaplikasi baik pada manusia maupun benda dan seni
seni.

K n a (llll ro eSIQ SE t ua]l p EI:EIJazUl llal us

mengandung kriteria sebagai berikut :

a. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi)

Pekerjaan bidang tertentu adalah spesialisasi yang dikatakan denga
n

keahlian yang dipc]ajari dan ditekuni. Biasanya tidak dianggap den
gan

alisme pekerjaan tersebut akan berakibat seoran
g

pekerjaan Jain. Du

tidak profesional dalam pekerjaannya.
b. Berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus
Keahlian dan ketrampilan khusus itu dapat diperoleh melalui
pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan tersebut diperoleh
Jewat lembaga resmi berdasarkan undang-undang.

Keahlian dan Ketrampilan advokat dapat diperoleh melalui pendidikan
hukum dan latihan yang dilaksanakan oleh

pada Perguruan Tinggl

organisasi advokat.

Bersifat tetap atau terus menerus

nya tidak berub
bagai advokat. sedangkan terus menerus artinya

Tetap arti ah-ubah misalnya sekali berkiprah sebagai

advokat, seterusny?@ se
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. I‘Ja

prolesinya.
d. Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan (pendapat)
a

Artinya mendahulukan kepenti i
pentingan klien bukan ba
: yaran yang akan

diterima.
c. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat
Artinya dia bekerja karena integrasi moral, intelektual, dan profesional
sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan layanannya
seorang profesional selalu memperhatikan cita-cita luhur profesi Sesua;

n kewajiban nuraninya. Bertanggungjawab kepad
a

dengan tuntutd
kat artinya kesediaan pelayanan tanpa membedakan st
atus

masyara
ng jawab berarti pula berani menanggung resik
0

e
— o e
R e

sosial klien. Bertanggu
pelayanannya itu sebagai akibat dari kelalaian

yang timbul akibat
£, Terkelompok dalam suatd organisasi’
Para profesionul biasanyd membentuk organisasi profesi berdasarkan
Di Indonesia terdapat tujuh organisasi advokat yang
omite Kerja Advo

profesi dapat dirumuskan sebagai

keahlian.
kat Indonesia (KKAI).

bergabung dalam K
a tersebut,

arkan keahlian khusus yang dilakukan

kriteri

b dengan tujuan memperoleh penghasilan

gung jawa

secara pertang
n profesi disebut

ng dijal"mka

profesional.

Pekerjaan Y2

Hukum, cet- 1 (Bandung: Citra Aditya Bhakti

| hamrnad, Ltika Pprofesi

r Mu

’ 7 Abdul Kadi
997). hlm. 38.




43

Sementara dalam piagam Baturraden, yang dihasilkan pada

pertemuan para advokat tanggal 27 Juni 1971, telah merumuskan tentang

unsur-unsur untuk dapat disebut profesional, yaitu :

a. Harus ada ilmu (hukum) yang diolah didalamnya.

b. Harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan dinas.
¢. Mengabdi kepentingan umum, mencari nafkah tidak boleh menjadi

tujuan.

d. Ada klien dan advokat.

Ada kewajiban merahasiakan informasi dari klien dan perlindungan
dengan hak merahasiakan yang dijamin oleh undang-undang.
f  Ada kejenuhan erhadap penuntutan tentang hak yang dilakukan di

dalam tugas pembelaan:
. Adakode etik dan peradilan kode etik.

yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan

Ada honorarium
g tidak mampu harus ditolong tanpa

a usaha (orang yan

h.

atau banyakny
biaya dengan usaha yang sama).’
Dengan demikial; sebuah profesi memiliki prinsip etika, yaitu :
Janggung  jawab, artinga para profesional harus

prinsip
ksanaan pekerjaan itu dan dampak yang

pertama,
. srhe ela
bertanggung jawab rerhadap P

Kedua,

prinsip keadilan, artinya para profesional harus

ditimbulkannya-
aknya tanpa memandang

pada siapa Saja yang menjadi h

memberikan ke
Ketigd otonomi, artinya setiap profesional memiliki dan
ctl 9

status sosialnyad:

enegakkan Hukum Pidana, cet. |

/‘tika profesi Notaris: Dalam P

$ Liliana Tediisl?sﬁ:g; 1995). him. 28

(Yogyakarta: Bigraf P
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diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya selama masih dal
am

koridor kode etiknya.°

agi K. Bertens, profesi suatu masyarakat moral yang memiliki
1K1

B

a dan nilai-nilai bersama. Dengan keahliannya, kelompok profesi
4 1

cita-cit

menjadi kalangan yang sukar ditembus bagi orang luar.!” Bagi orang

awam, menilai tindakan scorang advokat scbagai tindakan yang terhormat
at.

Namun scbenarnya berdasarkan standar profesi sangat bertentangan

dengan nilai ctika.

ncegah munculnya tindakan immoral'' daripada profesional

Untuk me
tersebut, kemudian Jibentuk aturan khusus yang dijadikan sebagai standar etis
perbuatan. Standar etika yang berada dalam kehidupan

dan tidaknya suatu
suatu profesi dikenal dengan kode ctik. Kode etik merupakan aturan susila
atau sikap akhlak yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh para
anggota yang tergabung dalam suatu organisasi profesi.
Kode ctik sebagal hasil kesepakatan anggota, bertujuan agar

ak pelanggaran norma yang lebih fatal, maka

anggota tidak terjeb
sistem ganksi- Namun sanksi yang ada dari pelanggaran kode

ditetapkan
atas sanksi yang

etik tersebut adalah seb diberikan organisasinya, antara
pencabutan dari Keanggotaannya-

e etik dalam org
andung dalam suatu profesi yang

lain berupad
anisasi profesi dimaksudkan untuk

Keberadaall kod

aspek moral yangé terk

\—}—Wﬂm Sosial, A4S vioral dalam Kehidupan Manusia, cet. |
? Burhanuddin . B, 34
(Jakarta: Ancka Rineka Cipta, 19‘)7;.;1 "

v K. Bertens op-cit- him. 2

K. Bertens, OF ., him- /-
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memiliki nilai tinggi sebagai tujuan dari profesi tersebut. Ciri terseb
: rsebut

m B alee ‘g 1@ .
crupakan konsep elis yang dapat mengcover perkembangan il
an 1lmu

pegnetahuan  dan teknologi tanpa meninggalkan aspek sosial bud
udaya

bangsanya. Ini berarti memberi pengertian bahwa kode etik profesi
esio

merupakan bagian dari etika masyarakat. Oleh karena itu, kode etik profesi
tidak boleh bertentangan dengan etika masyarakat.
Kedudukan seorang profesional dalam suatu profesi, pada
hakikatnya merupakan suatu kedudukan yang terhormat. Karena setiap
profesi melihat kewajiban agar ilmu yang dimiliki dijalankan dengan
yang baik bagi kehidupan masyarakat luas.

ketulusan hati dan niatan

[\

Pengertian Advokal
Belanda, advokat berarti penasehat hukum, advokat

Dalam bahasa
12 palam pahasa Inggri

emikian, tugas seorang advokat

s, advokat berarti penyokong

pembela perkara.
3

penganjur dan pengacara.' Dengan d

ketentuan hukum, baik dengan nasehat diluar

adalah memberikan
rikan pembelaan kepada orang yang

persidangan atad Jangsuné membe
: 14
dalam persidangan:

kut perkara di
kat dalam UU No. 18 Tahun 2003

tersang
gcrtian advo

efinisikan «advokat adalah orang yang berprofesi

Sementard pen

tentang Advokal did

m. Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia,

Kamus Huku

2 van pramadya P % .
/ngg/'i.s. (Semarang: Ancka, t ), him- iy - —
B john M. Echols dan Has .
qus, him- 660-661. Lihat: J.C.T. Simorangkir, dkk., Kamus

hin
1. 14, , puspd Kan
Yan Pramacyt ‘Ak;ara, 1995), him- 4.

Hukum, cet. 5 (Jakartd: Bumi

cet. 23 (Jakarta: Gramedia, 1996)
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baik di dalam maupun diluar pengadjlan yang

rnemberi jasa hukum,

memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU ini.”

Sedangkan yang dimaksud dengan jasa hukum dalam UU ini
mni

adalah :
jasa yang diberikan advokat b
. M e
memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum menjala;llipa
kuasa, mewakill, mendampingi, membela, dan melakukan tindakzn
n

hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien.”

“Jasa hukum adalah

Sejalan dengan definisi tersebut, dalam kode etik advokat

Indonesia, advokat didefinisikan :

Advokat adalah orang yang'berpraktek memberikan jasa hukum

baik di dalam maupun di 1uar pengadilan yang memenuhi
undang yang berlaku, baik sebagai

persyaratar berdasar undang-
advokat, pengacard, penasghat hukum, pengacara praktek ataupun
sebagal konsultast hukum.

.. .16 I
Berdasarkan penalsiran yané pasti'* terhadap istilah tersebut, maka
praktik memberikan jasa hukum masuk dalam

semua orang yans ber
an maupun hanya memberikan

dalam persidang

kategori advokat, baik di

layanan di luar sidang.
pcmisahan istilah tersebut sangat dipengaruhi oleh
kejadian di 1 nggris yaitu pcmisahan antara profesi solicitoir dan barrister.
yang berpraktik memberikan nasehat hukum

hli hukum
» adalah ahli hukum yang

Solicitoir adalah 2
sedangkan barriste

di depan peng

an,

di luar pengadil
adilan."”

) , m
memberikan pantuan huku

il dan Hukum Acara Dalam Prakick

perapd Aspek Hukum Materi
Tata Hukum Indonesia, cet. 7 (Jakarta:

5 john Z. Loudac, Be 50
981), him. 1‘”: Jimi Hukum dan

Uakarta: 13ina Aksara, |
1 ¢.g.T. Kansil Pengd!

Baluj pusiaka, 1986), him- 67. dvokat (Bandun
7 Mr. Soemarno P. Wirjanto,

g: Alumni, 1974), hlm. 54.

pmfesi A
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ew South V‘V a]eS, negara bagian Australia seoran l Y
’ o awe

yang berprak ili
g berpraktek harus memilih untuk menjadi solicitoir atau b
| arrister
tidak dapat bertindak k |
eduanya. Berbeda den
gan New Zealand ti
tidak ada

antara keduanya. Seorang lawyer dapat berpraktik seb
i agai

pemisahan
solicitoir dan barrister i i
jsier. Sementara di Amerika ti
a tidak ada pemi
emisahan ant
ara
keduanya. / [ i i
. Lawyer di Amerika dikenal de
ngan allorney d
an mereka

memberi bantuan di dalam dan di luar pengadilan 18

[stilah pengacard praktek tidak dikenal diluar negeri dan dikenal di
1

Indonesia. pengenal istilah pengacara pr

{ hukum, yange haru
Ku umum Yang harus dipenu

s dihilangkan standarisasi kriteria dan

belah protes
hi untuk diangkat

syarat-syarat yang perla

ingga tidak ada lagi kelompok advokat dan kelompok

sebagai advokat; seh

pengacara praktek: ¥
m tidak dikenal

Istilah panaschat hukum sebagal profesi huku
 di dunia internas
akan tetapi merupakan salah satu bidang

ional. Karena istilah penaschat

profesi hukun

fesi hukum

sebagal

hukum bukan pro
rang advokat.20

aan dari s€0
yang disebut konsultan hukum

atau sifat peker]

ari pekerjaan advokat dalam menjalankan

eri gantor-kantor Konsultan hukum itu dilakukan

diluar neg
gabung dengan law firm, sehingga

cebanyakan o

sieh advokat
4sional Departemen Kehakiman RI, ibid., him. 12-13.

ar.

'8 Badan Pembangun

j" Ibid.
20 1pid., him. 6-7

aktek itu hanya akan memecah |

TR

AT

PR

T S
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ukum bukan merupakan profesi sendiri. Dan hal ini sesuai

T e AL T

konsultan h

dengan konferensi fawyer sedunia di Toronto dan tempat lain yang

memutuskan tentang kode etik pengacara bukan kode etik konsultan
!

‘ 1
hukum dan penasehat hukum.’

Sementara sejarah advokat di Indonesia dimulai sekitar tahun |
4

ran advokat didominasi oleh orang Indonesia yang

1910. Pada saat itu, p¢

mperoleh pendidikan hukum di Belanda. Advokat

sebelumnya sudah me
ofesi advokat Indonesia yaitu

Indonesia yang pertama mengembangkan pr
Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo, Mr. Soenaryo, Mr.

Mr. Besar Martokusumo,

AA. Maramis, M. Latuharhary, Mr. Mohammad

Sastro Mulyonos, Mr.
oem, M. Kasma Singodimedjo, dan lain-lain.?

r. Moha:nmad R
g mudah, karena ada nilai-

Yamin, M
51 advokat bukanlah profesi yan
nilai profesionalismc didalamnya. gementara profesi ini bukan semata-
mata mencari natkah, pamun didalamny@ terdapat idealisme (seperti nilai
keadilan dan Kebenara) dan moralitas Yane sangat dijunjung tinggi.
Selain itu, rofesi advokat di dalam pembelaan tidak boleh membedakan
i it, agama, budaya, sosial, ekonomi, politik,

ar]‘]a kUl
nya sudah kaya, sehingga tidak ’

latar belakang ras,

ya membutuhkan kehormatan dan tidak
|

|

]!

R Advokat Indonesia, Cet. 1 (Yogyakarta: ‘
! Ibid, him. 7- Lasdin wlas, Cakrawala A
. 2 ipid., him. 24. okl (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, f{'l
l,lbcr[y’ 1989), him. 23. ’ ek Aav g { I

3 Ropaun Ramb0; ’
2001), him. 25.

oknik prakt

h
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Di Indonesia, yang dapat diangkat menjadi advokat telah diatu
r

d:
alam UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Adapun persyaratan y
ang

harus dipenuhi adalah :

a. Warga negara Republik Indonesia

b. Bertempat tinggal di Indonesia

c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
d. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun

e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
an oleh organisasi advokat

¢ Lulus ujian yang diad2
9 tahun terus menerus pada kantor

jujur, pertanggune jawab, adil dan mempunyai

tinggl
Sebelum menjalanka” pekerjaany? seorang advokat harus
| agamany? atau berj

ah terlebih dahulu sesual
. 1 wilayah domisili hukumnya.

anji dengan sungguh-

disump

sungguh di mt

Adapun JafadZ

uh dan mengamalkan Pancasila

g Dasar Negara RL

a. Bahwa saya
Undaﬂ:‘;’»"mda'n
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b.
Bahwa saya untuk memperoleh profesi  ini, langsung atau tidak
1

langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak
, U

memberikan atau menjanjikan, barang sesuatu kepada siapapun juga

c. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa

indak jujur, adil, dan bertanggungjawab berdasarkan

hukum akan bert

hukum dan keadilan.

d. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar

ak akan memberikan
pejabat lainnya agar memenangkan

pengadilan tid atau menjanjikan sesuatu kepada
at pengadilan atau

hakim, pejab
pekerja klien yang sedang

atau akan saya

atau menguntungkan bagi

tangani.
alu saya akan menjalankan kewajiban

. Bahwa saya akan menjaga klien 1

saya sebagal advokat:

garis pesal, P

rofesi advokat mempunyai fungsi dan peran

Secara

n sebagal perikut -
sia.

antara lai
4. Sebagai pcngawal kOnStitUSi dan hak asasl manu
hak-hak asasi manusia dalam negara hukum

b, Memperjuangk?”

Indonesia.

am rangka menegakkan hukum,

penarah:
ideali (nilai keadilan dan

a——,
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tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhorm
; at

Menjunjung

(offilium noble).

Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan derajat d
at dan

martabat advokat.

Menjaga dan meningkatkan —mutu pelayanan advokat terhada
p

masyarakat.
perkara sesuai dengan kode etik advokat.

Menangani perxara-
en dengan cara yangJ
keahlian dan pengetahuan yang merugikan

Membela kli ujur dan bertanggun jawab.

Mencegah penyalahgunaan

masyarakat.
pribadian advokat.
K dengan klien maupun

kan pada kejujuran, kerahasiaan

Memelihara ke
dengan teman sejawat

a hubungan bai
kat yang didasar
enghargai dan mempercayai.

Menjag

antara sesama advo

n serta saling m

dan keterbukad
at agar sesuai dengan wadah

persatudl dan kesatuan advok

Memelihara
tunggal organisasi advokat.
Memberikan pela

asehat hukum

{ hukum (legal consultation).

Memberikan n

an konsultas
at hukum (legd! opinion)-

ega[ draﬁing)-

Memberik

Memberikan pendaP
. k-kontrak d
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v. Mewakili klien di muka pengadilan (legal representation)

w. Memberikan bantuan hukur dengan cuma-cuma kepada rakyat
yang

lemah dan tidak mampu (legal aid).**

Advokat mempunyai fungsi dan kewajiban berperan dalam

pembaharuan hukum, pembuatan formulasi

pembangunan  hukum,

rumusan hukum.
Pembangunan hukum jalah mendorong dan mengarahkan
alui penyusunan dan pembentukan undang-

perkembangan hukum mel

um kebiasaan yang sesuai dengan tuntutan

undang dan perkembangan huk
at yang berkembang ke arah modernisasi. 5

uhan masyarake

kebutuhan-kebut
jalah merombak, mem

ruan hukum

perbaharui hukum

pembaha
engan perubahan dan

yang tertulis dan tidak tertulis yang sesuai d
kemajuan kesadaran dan aspiras hukum yang hidup di masyarakat.
ysunan formulasi hukum dalam undang-undang dan

Pembuatan dan peny
gas dan jelas memuat dan menampung

hukum kebiasaall yan engan €
at-syarat hukum yang memihak pada

asas-asas,
melarang penyalahgunaan kekuasaan, melarang perbuatan
monoPOIiS’ melarang

yang lemah, I

ekuatan ekonomis

yang menindas,
melarang pernusatan k

g tidak wajar,
4 dan lain-lain. Bentuk lain kekuatan

persaingan yan
[rus

ries
yang anti demokratis,

dalam bentuk ¢4
melarang perbuatall

alistik

ekonomis yang syundll\allbt ,
k asash anusia dan

Dimensi Moral Advokat dan

nerindungi hak” -ha
Frans ndra Win 05
id. Akse an;,g I IS Maret

—_ .
4 ihat jugs
Ibid. b 25 29' kL:)ll:lis'l ukum.go.l

Pekerjaan Hukum, hutp://W
5 Ropaun Ram €

keadilan sosial.

b
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m Kode Etik Advokat Indonesia

Gambaran dari bagian kode etik advokat tersebut adalah sebagai !l

akan landasan pemikiran perlunya kode etik

B. Gambaran Umu

berikut, Pada pembukaan merup
ksistensi kode etik dalam sebuah organisasi profesi

dalam profesi advokat. E
praktek profesi. Disamping itu,

yang berfungsi menjamin dan melindungi

ajiban k‘epada setiap advokat untuk jujur dan

ga membcbankan kew

bertanggungjawab dalam menjalankan profe
asyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.
pasal 1 berisi keten !

kode etik ju

sinya, baik kepada Kklien, g
i
|

peradilan, negara atau m
Pada Bab I ketentua? umum fuan umum yang
merupakan penjabaran atau penafsiran otentik dari istilah dalam kode etik
aksud dari istilah advokat, klien, teman sejawat,

dan honorarium.

g harus dimiliki seorang

advokat, Pada bagian ini m
n kehormatan,
pribadian yan
gara yang pertagwa kepada

teman sejawat asing dewa
Bab Il mengatyl rentang K¢
alah warg? ne

dan yang dalam

i

ndOﬂCSia ad i

Juhur dan mulia, l
i

/|

i

advokat. Advokat I
Tuhan Yang Mahd [sa, bersikapP satrid

j . gi hukum, UUD Kb kode etk
melaksanakan tugasny menjunjung tingg! huk i

dvokat dengan kliennya. Dalam

tidak dibenarkan menjamin kepada

honorarium advokat wajib

memenangkan perkara,

ranyd .
aret? tidak dibenarkan membebaninya
o

kliennya bahwa Pt
1 kem‘dmpuan

mempertimbangkal

piaya yanE '

idak perl:

dengan biaya-
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Bab IV mengatur hubungan dengan teman seiawat. Huoungan antara
teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling

menghargai ~dan saling mempercayai. Apabila ada keberatan terhadap

tindakan-tindakan teman sejawat yaflg dianggap b
ormatan untuk diperiksa dan

ertentangan dengan kode

etik advokat harus diajukan kepada Dewan Keh
ia massa atau cara lain.

tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui medi
okat asing. Advokat asing yang

Bab V mengatul tentang adv

berpraktek di Indonesia tunduk kepad
hun 2003 tentang

an UU No. 18 12
acara di sidang
akilannya di Indonesia.

a serta wajib mentaati kode etik advokat

advokat, menyebutkan

berpraktik dann

Indonesia. Berdasark
pengadilan,

bahwa advokat asing dilarang ber

L atau perw Advokat

atau membuka kantor jasa hukum atad per
am bidang hukum

asing hanya bisa menjad!
.. pemerintah dengan
asing pada kantor advokat setelah mendapat  Uif p g
ada 1
rekomendasi organisas! advokat.
g cara pertindak menangani

paran tentan
‘hak lawan, maupurl dengan
perkara, baik dalam bcrhubunb’an dengah hakim, P!
, baik
kliennya. codo etik
Ketentuan Jain tentang Xo e etik yang
vokat merupakan profesi

Bab VII menyebY

. , 484
belum disebutkan dalam pa

dilarang melakukan hal-hal

indakan tersebut

terhormat, maka
s diri melalui media

ari publisita

yang dapat merl ugikal

e . , an
seperti pemasangdﬂ ikl
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awan yang tidak berkualifikasi untuk mengurus

ma ]
ssa, memperkerjakan kary

S
uatu perkara, dan sebagainy?-
pelaksanaan kode etik. Semua advokat dari

Bab VIII mengatur tentang

k
elompok manapun wajib tunduk dan memat

uhi kode etik advokat yang telah

uk mengefektifkan fungsinya, maka

h kelompok- Unt
ya dilakukan oleh Dewan Kehormatan.
dari kode etik ini. Dewan Kehormatan ‘
garan kode etik dilakukan :'

disepakati tuju
pengawasan terhadap pelaksanaan
akan ketentuall
perkara pelang
ukan oleh Dewan Keh

Bab IX merup

dalam memeriksa dan mengadili
rtama dilak ormatan daerah.

dalam dua tingkat. Tingkat P®
tusan Deewan Kehormatan

banding kepada

tingkat pertama, I

Dewan Kehormatan PUS2"
dan mengikat yang tidak d& apat dig2? gu dalam pertemuan manapun.
Bab X merupaka?
L fuan ini . disebutkan bahwa setiap !
asi profes1 yang ada. .

satu organis
advokat. dalam

berlakunya kode etik @
advokat wajib menjadi anggt®
perlaku? a

Bab XI penutup
ada tanggal 5

bab terakhir ini - .ebutk
rakhir ini di5¢ .. UU No. 1 g Tahunt 2003 p
dlberlakukan

undang-undang tentang &

a langs ung .

gk te
enelitian 1

Maret 2003 secar
Dari semu2 kera?
batasan dalam pen)’usun

Materiil yaitu dari b2

h
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m Kode Etik Advokat Indonesia
ode etik advokat. !

C. Nilai-nilai Dala

ahas tentang pokok-pokok k

Pada bagian ini akan dib
k mengetahui bahwa nilai etika

ka dimaksudkan‘ untu

pembahasan pokok cti
ga advokat bukan pr

d .
alam profesi cukup banyak, sehing ofesi yang mudah

untuk dipraktekkan.
yang mendasari

Menurut Frans Magnis Suseno ada lima nilai moral
ay

epribadian profesional hukum, yait¥ -
i

I Kejujuran
dalah pilai dasar para profesional hukum akan menjadi
nya. Dua sikap

Kejujuran &
gkarl misi profesi

a yang mengin
a, sikap terbuka berkenaan

penuh tipu day
yang terdapat dalam ejujuran; yaitu 1 P
jar perkenaan d

klien- Kedua, sikap W&
dan tidak memeras.

munafik dan
engan perbuatan

dengan pelayanan

yang tidak berlebihar ti

2. Otenti
- Otentik
, enlll’lj"kkan diri sesuai dengan keaslian

enghayd!
1an yang meren

kepribadianny?- Tidak melak
Kklien tanpad haru$ menung

dahkan martabatnya,

mendahulukan kepentiﬂgan
jonal hukum wajib

3. Bertanggung jawab
; tuganlYa’
Dalam menJ2 ) ukan tugasnya
. inya 4i? |
bertanggung J awab- Artiny el anp nembedakan perkara
e
indak

sebaik-baiknyd be
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4. Kemandirian Moral
Artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti
ainkan membentuk penelitian dan

pandangan moral sekitarnyd mel

mempunyai pendirian sendiri.

5. Keberanian Moral
yang menyatakan

p suara hati nurani

Adalah kesetiaan terhada
but antara

gung resiko konflik. Keberanian terse

suap, pungli; menolak segala bentuk

kesediaan untuk menang

lain menolak segala bentuk KKN,

penegakkan hukum, yitt

|, ¥ .
- emanusiaan
supaya dalam

a kemanusiaan
perlakukan
umuma m

Norm

manusia senantias? di

person dengan kesejalhwmaln
makna tentang individu dan
Tentang kedua pagian ¥©F sebut
“person” dalam arti umu” '

i jika pagial

rasional, yaitu manusi2 5 ;
? ainn a
ang l y 4927

terbagi-bagi dan perbed? ko sratny? b

hakikatnya perarti S

2 d OP.cif-: him-
,, Abdul Kadir MUhammil;n_ 16.
E. Sumaryono; op- cit.
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ama. Artinya dihormati sebagai

Di hadapan hukum, manusia tetap S

pribadi dan secbagal makhluk sosial 2

-a baik, tetapl kadang kala memaksa manusia

Y :
fanusia menurut kodratny
pertahankan

seorang mencuri dalam rangka mem

berbuat jahat. Contoh
qeuri dilarang ole

h hukum positif.

hidupnya, meskipun sadar bahwa m¢
tidak dapat

orang idiot;
i hak yang sama

Manusia, termasuk

dipenjara tanpa proses hukum- Jadi,

Manusia me

memiliki hak individual Namun dala”
eh membahayakan orang

berbenturan dengan hak orang Jain
- 1c Jahirl- Tidak ada satupunl

lain. Kebebasan adalal hak mil

gsan itu

hukum buatan manu

diperoleh dari hukum alarrl.
mberik

at dalam

Seorang advok
tidak boleh bersikaP m
advokat harus

suku dan keturunan-
v hukum,
dibuat oleh @

Dalam memberikaﬂ
.oV Apapun

mengutamakan kepentirlgan .
Klien

harus semata-mat? un -
Kklie? i juan

pr[badl MCSklpUﬂ pada apersetuj "
sal tentaﬂg

tidak boleh mengambl
, h]m, 42.

Adel Kadir Muham™2 gl
Jenny Teichman, 50 !
" E. Sumaryono; op-¢ ’




Meskipun  se
orang advokat mer '
< punyal kebebasan merny:

prOfCSin a. N
ya. Namun dalam berhubungan dengan teman sejawat harus dilandasi
asi

sikap saling me :
g menghormatl dan mempercayai. Apabila seorang klien sudah
su

1, iahE advokat lam 1

iy
,
ol sy Aok ok boleh merebutnya

% .
2. Keadilan
Me - ) .

enurut Thomas Aquinas keadilan adalah kebiasaan di mana
memberikan apa yang menjadi haknya

0 .
rang satu sama yang Jain saling
d

idasarkan atas segala yans pertentangal deng

Keadilan dapat Jug

di . :
ibayarkan kepada orang Jain. Sanks!
berfungsi untuk emulihkan pelanggaraﬂ pidana yang telah dilakukannya.
ar keadilan, yaitu
mengatur

Ada tiga bentuk das
keadilan yang

a tim bal palik yaitu

a )
. Keadilan tukar secar
. sebagal artner.
hubungan antara individu dengan individV lain 5028 P
. enertibkan hubungan di
b. Keadilan pelayanam yaity keadila® yan
‘ndividu sebagai wargd
antara masyarakat atau  DCE a deng® 1
masyarakat atat negal® jilan yang menertibkan
i
¢. Keadilan legal 2" keadila? - ke 31
arak t atau D€8
hubungan antard individy terhadaP masy o orane —
gisebut 297 gpabila " v
t dis
Seorang advo oka parusiy? dipertahaﬂkan atau
0 ang
rang yang mempunyal h y Jdalah advokat yans
: okat ¥a
dlpel‘olehnya,32 Seorang adV ]
aupun mora
balk Secara ukurrlm

memenuhi keadilan,

'E. g !
uma cl t
Iyono: ap- Up‘cn,,

32
Abdul] Kadir Muham
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advokat tidak boleh saling menjegal teman sejawatnya

Hubun
gan dengan teman seprofesi harus dilandasi sikap saling mengho

Seorang

rmati.

- Kejujuran
ersikap jujur dalam menegakkan

gak hukum harus b

Setiap pene
i keadilan dan h

ukum, serta diharapkan

h
ukum, dalam melayani pencat
g curang dalam

mengurus perkara. > Kejujuran

menjauhi perbuatan yan
yang semuanya itu

keadilan, kepatutan

j seseorang yang sadar akan

menyatakan si

apa yang seharusnya dilakukan.

ang terdapat dal

ini perkenadl denga?

m kejujuran: Y&

pelayanal klien, kerelaan

Dua sikap ¥
a. Sikap terbuka,

melayani
b. Sikap wajar, ini berkenaan

tidak otoriter, tidak kasal

) Kepatutan
ya merUP

Kepatutan P2 a

dalam sikap objektifs ap?

hakiki di masyaraka® a
an mem

kepatutan memperhﬁltikan
epatllfan

manusia sebagal individ™ . o
terd

dan kekejaman huku™

ll .63

E Sumaryono, %P-¢ cit.
Abd | Kadir MU hammad op
/bld him. 131-137

-
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Dalam kode etik advokat disebutkan bahwa seorang advokat tidak
dibenarkan membebani kliennya dengan biaya yang tidak perlu. Bahkan
apabila klien tersebut penar-benarl tidak mampu secara ekonomi, seorang
antuan hukum secard cuma-cuma.

advok: z
vokat harus memberikan b

D. Rine:
tlincian Kode Etik Advokat

Uraian mengenai kode etik advokat meliputi :
I Etika Kepribadian Advokat
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Es2; bersikap satria; jujur dalam
i moral yang tinggl,

paran dilandas

mempertah
2 3 }2/

\/.;-Y\) J:\-;jb j‘L.’. ) L)l
| at baik.” (An-

luhur dan mulia.
J

“Sesungguhnyd Al

Nahl : 90).
. RI, kod
b. Menjunjung tingg! hukum; yupb
B o J.¢ )y

jabatannya.
o 44 :9*‘5)‘/ Ny Y
‘. getia da" tiada puld

“(Mereka itu) jiadd ,
in.
perjanjian terhadﬂp‘1 ko

m
b " (At- ah - 0)-
atas. " (At-TaV _— Lepad

¢. Memberikan nase
mbeda-kar1 ap

“Hai orang—oraﬂg Y aﬂé; mpud
kalian laki-1a ' g n
saling meﬂgenal A i berfﬂkw a
adalah oraré ya a
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d. Ti :
Tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh imbalan tetapi lebih

mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.

o Mo - !0 s 0 Sy s 0
df».ﬂ ‘,_@J:_,;MH)L&)\,MJ.UW\
eriman dan mendengar (amal) yang

“Kecuali orang-orang yang b
saleh, maka untuk mereka ity pahala yang tiada putus-putusrya. " (At

Tiin : 6).
gan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh

e. Bekerja den
emperjuangkan hak a

siapapun dan wajib m sasi manusia dalam negara )

hukum Indonesia.
a solidaritas sesama advokat dan wajib

belaan hukum ke

am suatd perkara

f. Memegang tegul ras
pada teman sejawat

ntuan dan pem
yang diduga ata¥ didakwa 42l
atau karend penuny an Or8

G\” m\ S s’,’;{

memberikan ba
pidana atas

anisasi profesi.

permintaannya

“Jadilah kalian hamba Allah

Abu Hurairah)-

merugikan kebe

menjunjung tinggl proft
mu pihak nam

h. Bersikap sopan '

; advokat:
hak dan martab2 8 gak di
) on atal dipergunakan

I Jika menduduki suatu J2 bo
at dan nam any? idak

sebagai advok




. Etika Hubungan dengan Klien
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an dengan jalan damai dalam perkara perdata.

a. Mengutamakan penyelesai

rg:” ’/°/‘°’ |°,\)\j1§§\w,ojd\u»d\..ﬁ\.bu\)

lompok dari orang-orang mukmin yang

“Dan jika dua orang ke
aikanlah mereka.” (QS. Al-Hujurat : 9)

bertikai maka dam
erangan yangé dap

at menyesatkan klien

Dilarang memberikan ket
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rjuangkan oleh setiap

ditangani
ganinya. kecuali apabila keteran
yang Wwajib dipe

mene ..
advofail_(kan PflnSlp-prinsip hukum

. Advok
apabilaat S;p;lt mengundurkan diri dari perkara yang ak
penanganan ul perbedaan dan tidak dicapai kesep
. Advokat perkara dengan
suaty e yang sebelumnya
perkara mbaga pf-:radilan, ti
(TIGA) tZﬁng diperiksa peng
un semenjak ia berhen

BAB VIl
ANAAN KODE ETIK

pasal 9

an dan atau diurusnya

kliennya.

pernah menjabat sebagai hukum atau panitera dari

dak dibenarkan untuk memegans atau menangani
adilan tempatnyd terakhir bekerja selama 3

ti dari pengadilan tersebut.

PELAKS

. S ‘ . .
ttiap advokat wajib runduk dan mematuhi Kode etik advokat inl-
e et advokat ini dilakukan oleh dewan

Pen
gawasan atas pelaksanadl

kehorm atan.
BAB IX
EWAN HORMATAN
Bagian pertama
KETEN uANU UM
pasal 10
ang rnemeriksa dan men dili perkar? pelang® an
a tingkal; yal

. De
kod“éaer:lt'll((ehormalan berwen me
ik yang dilakukan oleh advoXar
:emeriksaan sgualtu pl;nga u ukan melalui dU
b }:}ngll:at dewan kehor™ ;
- lingkat dewan kehorma usa sa P .
Eewan kehorm caban® / dacre? me::iea tingkat panding
teerzlill?a dan dewan kehormat usat P
ir
aegal.a biaya dikeluarka? Jibebankd® keptagidu ebag
- Pimpinan cabané / daerah man? i
b dewan kehormatan €2 ang/
. Dewan pimpinan P ¢ pada @
¢ poa teradu sebagdl anggot
engadu teradu-
.- Kedu?

. P
g gaduan dapat diaj
rugikan, yaitu




)

advokat harus disampaikan

Klien
Teman sejawat advokat
Pejabat pemerintah
Anggota masyarakat
Dewan pimpinan pusat / cabang daerah dan organisasi profesi di mana
teradu menjadi anggota.
dewan pimpinan pusat atau dewan

Selain untuk kepentingan organisasi,
pimpinan cabang / daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal
yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang

dipersamakan untuk itu.
Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran
terhadap kode etik advokat.

Bagian Ketiga
TATA CARA PENGADUAN
Pasal 12

O 00 o

Pengaduan terhadap advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar kode etik

secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya

kepada dewan kehormatan cabang / daerah atau kepada dewan pimpinan cabang
/ daerah atau dewan pimpinan pusat dimana teradu menjadi anggota.

Bilamana di suatu tempat tidak ada cabang / daerah organisasi, pengaduan

rmatan cabang / daerah terdekat atau kepada

disampaikan kepada dewan keho

dewan pimpinan pusat. ‘
Bilaman pengaduan disampaik
maka dewan pimpinan cabang / dae
kehormatan cabang / daerah yang berwenan

an kepada dewan pimpinan cabang / daerah,
rah meneruskannya kepada dewan
g untuk memeriksa pengaduan itu.

: disampaikan kepada dewan pimpinan pusat / dewan
E;La;)mr;zt alild;g;siltlfmmaka d:wan pimpinan pusat / dewan kehormatan pusat
kannya kepada dewan kehormatan cabang / daeralT yang ber.wegang
menerus Y atau melalui dewan pimpinan

untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung

cabang / daerah.
Bagian Kee?y:'llf PERTAMA
AAN TING
PEMERIKSHORMATAN CABANG/ DAERAH

rima pengaduan tertulis yang

_bang/dewan setelah mE® aikan surat

Dewan. kehormatalrltC Lokt yan dianggap perly, menga{:sl; ari dengan
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‘ selambal- adanya peng
Ejrn;tbiriltt:h ll:}alllrllsus/tercﬁltg‘t kepa d tcrsetg?l% '

oo salinan / cOPY PEES uah er3C0 L bari pihak teradt Tan
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memberikan jawaban? disertai sur
daerah yang bersan

gkutan,

cabang /




. Jika dal cale .
am waktu 21 hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis
h menyampaikan pemberitahuan kedua

d\ .
dz:gd':n kehprmatan cabang / dacra
Peringat«fgr ltﬂgatan bghwa apabila dalam waktu 14 hari sejak tanggal surat
diangga ersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia
. Dal an% l]itelah melepaskan hak jawabnya.
dan d al teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas
anggap telah melepaskan hak jawabnya, dan kehormatan cabang /
ak-pihak yang

da
erah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pib

gersﬁngkumn.
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Bagian Kelima
NG / DAERAH

SIDAN DEWAN KEHORMATAN CABA
Pasal 14

. Dew
an keh
chormatan cabang / daerah bersidang dengan majelis yang terdiri
anggota yang salah satu merangkap

se

Seg:;z?iliurangr}ye} atas 3 (tiga) orang
ua majelis. tetapi harus selalu berjumlah ganjil.

ewan kehormatan atau ditambah dengan anggota

alankan profesi di bidang

2. o
rr:?;.):]li'ss Sapat terdiri dari d
hukum, Secrfthonnatan ad hoc yaitu orang yang menja
3. Majelis di a}lfnemp unyai pengetahuan dan menjiwai ik advokat.
dilakukanlpl ih dglam rapat dewan kehormatan ca yang khusus
dacrah U.r_ltUk. itu yang dipimpin ole ewan kehormatan cabang /
atau jika ia berhalangan oleh anggo ya yang tertua.
dangan, majelis diwajibkan
ahkan dan

h ketua d
ta dewan Jainn
dewan kehormatan

jdangan yang dis

4. Qug:
rsnztlap dilakukan persi
mbuat atau menyuruh membuat berita acara pers
lis yang menyidangkan perkara itu.
sedangkan keputusan diucapkan

di ]
S. S;;Tndat@gwl oleh ketua maje
g-sidang dilakukan secara

dalam sidang terbuka.

tertutup;

Bagian Keenam
N KEPUTUSAN

EN GAMBILA

CARA P
pasal 15
surat

embelaan surat-
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aduan, P
ehormatan menga

1

N .
etelah memeriksa dan mempertlmb
ksi—saksi maka ma

bukt;

a Putusan yang dapal perupa ° ok

b. Menyatakan pengadua” Jari pengad? tidak d2p2
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K MenOlak pengadu T daSarnya
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Bagian Ketujuh
SANKSI-SANKSI
Pasal 16

]. Huk
um ‘heri
an yang diberikan dalam keputusan dapat berupa :

2- Biasa
c.' }I; eringatan l\:eras
emberhentian sementara untuk waktu tertentu
anisasi profesi
anggaran kode etik advokat

d.
2. Denl;(;;n;(;i?n gafi keanggotaan 0r8
im - 3
:ap?)t dikenakana:c,naia}g iatas atau ringannya sifat pel
b: Pzgngatan biasa bilaman sifat pelanggarannya tidak berat
e ngatan keras bilamanad sifat pelanggarannya perat atau karend
ngulangi kembali melangga. Kode etik dan atau tidak mengindahkan
diberikan.
tertentu bilamana sifat

sanksi peringatan yang pert
untuk waktu
“on tidak menghormat

c. .
Pemberhentian sementara
tidak mengin

pelanggarannya berat,
atau bilaman
; melakukan pelang

ketentuan kode etik

d ger ingatan keras masih mengulan
emecatan dari keanggotaal organ
sksud dan fWuan mery
tinggi sebagai

pelanggaran kode eti
:a?abal kehormatan profesi advo
3 rofesi yang mulia dan t rhormat o
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Bagian Kesembilan
PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING
DEWAN KEHORMATAN PUSAT
Pasal 18

Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan dewan kehormatan
cabang/daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan
tersebut kepada dewan kehormatan pusat.

2. Pengajuan permohonan banding beserta memori banding yang sifatnya wajib,
harus disampaikan melalui dewan kehormatan cabang/daerah dalam waktu 21
hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.

Dewan kehormatan cabang/daerah setelah menerima memori banding yang
bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya, dalam waktu 14 hari
sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/

tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.

Pihak terbanding dapat mengajukan kontra memori banding selambat-
lambatnya dalam waktu 21 hari sejak penerimaan memori banding.

5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan kontra
memori banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.
Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak berkas perkara dilengkapi
dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh
dewan kehormatan cabang/daerah kepada dewan kehormatan pusat.

7 Pengajuafl permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan

daerah.
dewan kehormatan cabang/ N -
7 jys dengan susunan majelis yang terdiri
b y, (rizr 7S Jsariimmlah gan”]

Wi v W
8. Dewan kehénnatan pd!é/// A ) /zau Jebiit W
ki ngpota 4
L
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Serta mempunyai pengct? ehorm? an pusat
10, Majelis digili}zj dflam rapat cetud n ](eho;mﬂlﬂ p .
i P rtud. a da
untuk ity yang dipimpP!’ o'’ inn a yans ¢ -bahan ng
1] ber halangar}; olih anggotd CE r gerdasartlznaZm nta t btd;sa%iiir;
. ‘ a ng @ ‘
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lah P! a m:%kat plaku untu

Persetujuan dari kedua ,
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Bagian Kesepuluh
KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT
Pasai 19

merubah atau membatalkan

engan memutus sendiri.

kuatan tetap sejak
adiri para pihak di
a kepada

1 L
Dewan kchormatan pusat dapat menguatkan,

5 keputusan dewan kchormatan cabang / cabang d
' KCPUIusan dewan kehormatan pusat mempunyai ke
diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dih

mana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumny

3 pihak-pihak yang bersangkutan. . .
. Keputusan dewan kehormatan pusat adalah final dan mengikat yang tidak
dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah keputusan diucapkan,
salinan keputusan dewan kehormatan pusat harus disampaikan kepada :
aik sebagai pembanding ataupun

a. Anggota yang diadukan/teradu b

terbanding ' .
b. Pengadu baik selaku pembandmg ataupunl terbanding
¢. Dewan pimpinan cabang / daerah yang bersangkult(alzan
d. Dewan kehormatan cabang / daerah yang bersang’ L;S D ofesi
e. Dewan pimpinan pusat dari masing-masing organisasl p
o1 i-1 i dianggaP perlu
S. Apat:;?atlarsl:;elg:;i;s{[ e);znhgdipecat, dewan kehggxl;itnwpli)rl:;tn:;aupﬁ:;an
kehormatan cabang / daerah mermin’s kepe:)disangkutan dari keanggotaan
organisasi profes untuk memecat © ang yang °¢
organisasi profesi
i las
Bagian Kesebe
LAIN
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TENTANG DEWAN KEHORMA
pasal 20
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diayr didacl)anrrrl;iya dengan kewa.llbaln m elg};ﬁ diketahui oleh set1aP an
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Masing-masing organisasi-
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KODE E Pa Sal 21 .
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BAB XI
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 22

etik ini dibuat dan diprakarsai oleh komite kerja advokat Indonesia
tapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN):

Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), lkatan Penasehat Hukum i
(IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)Incg)el;(ielzftl
Pc?ngacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (A’KHI) dan
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinyatakan
berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi advokat di Indonesia

tanpa terkecuali.
b menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi

2. Setiap advokat waji
tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
kat Indonesia mewakili organisasi-orgsanisasi profesi
a tertanggal

3. Komite Kerja Advo
tersebut dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan pernyataan bersam
11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi advokat dengan
lembaga-lembaga negara dan pemerintah.

4. Organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini
kehormatan sebagai dewan kehormatan bersama, yang S

disesuaikan dengan kode etik advokat ini.

1. Kode
yang disahkan dan dite

akan membentuk dewan
truktur akan

Pasal 23

perkara-perkara pelanggaran Kkode etik yang belum diperiksa atau yang sedang
diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan pukum yang tetap atau
dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan kode

etik advokat ini.
BAB XXII
PENUTUP
Pasal 24
erkara dilengkapi

ejak berkas p
kan oleh

rkara tersebut diterus

hormatan pusat.
tundanya pelaksanaan

tu 14 hari s

atnya dalam wallc kan, berkas pe

_ . dl eriu an, C

dengan bahan-ba 7 erah kepada dewan keho
babkan di

dewan k r

7. Pengajuan permohon Caglagn gr}'nde;lg': . "
d kenorme engan susunan majelis yang terdirt
i harus berjumlah ganjil

6. Selambat-lamb

sekuranlg'kur angny? Ketua majelis: 20 ditambeh
yang s2 tan e rofesi di bidang

ah satu M= dari dewan
¢ terdiri darl : nja
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dewan kehormatan pusat yang khusus diadakan

10. Mgjelis dipilih dalam rapat
atau jika ia

untuk itu yang dipimpin oleh ketua dewan kehormatan pusat
berhalangan olch anggota dewan lainnya yang tertua.

11.Dewan kehormatan pusat majelis berdasar bahan-bahan yang ada dalam
berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari
pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya

sendiri.
.Dewan kehormatan pusat sccara prorogasi dapat menerima permohonan
pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh dewan
kehormatan cabang / daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat
persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh

dewan kehormatan pusat. ,
13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh

dewan keputusan cabang / daerah, mutatis mutandis berlaku untuk |

pemeriksaan pada tingkat banding oleh dewan kehormatan pusat.

i
Kode etik advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-undang tentang ;

advokat.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :23 Mei 2002 |
Oleh : 1
1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
Ttd Ttd.
; Otto Hasiuan, SH.MM
HKS:I o (z?r(r)lquiH' Sekretaris Jenderal
etua
2 Asosiasi Advokat Indonesia (AAD
Ttd.
Ttd.

Teddy Soemantri, SH.

Denny Kailimang, SH.

Ketua Umum

Ttd.
Ttd.
5 E. Suherman Kartadinata, SH.
n Lubis St Sekretaris Jenderal

H. [ndra Sahnu
Ketua Umum




4. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)

Ttd. Ttd.
Fred B.G. Tumbuan, SH. L.Ph. Hoesein Wiriadinata, SH. LL.M
Sekretaris/Caretaker Ketua Bendahara/Caretaker Ketua

5. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Ttd. Ttd.

Soemarjono S, SH. Hafzan Taher, SH.
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

6. Serikat Pengacara Indonesia (SPI)

Ttd. Ttd.
Trimedya Panjaitan, SH. Sugeng T. Santoso, SH.
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

7. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)

Ttd. Ttd.
H.A.Z. Arifien Syafei, SH. Suhardi Somomoelajono, SH.
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

15




Nama Lengkap”

Tempuat Tanggal Lahir

Jenis Kelamin
Nikah 7 3clum Nikuh
Avama
Alamat
Orane ua
Loow i Avyah
b. Pekerjaan
2. a. Nama Ibu
b. Pekerjaan

Pendidikan

Demikian riwayva hidup ini saya buat dengan sehen:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Cini Barkah

Banyumas, 18 November 1978
Perempuan

Nikuh

Islam

Lebeng RTT 03 RW 91 Sumpiuh Banyumas

o Muhajir

Wiraswasta

o Satilah

Wiraswasta

I. SD Negeri I} Lebeng lulus tahun 1993

9

MTs Ma’ari NU | Sumpiuh lulus tahun 1996

bl

5. Madrasah ~Aliyah Negeri Sumpiuh, lulus tahun
1999

I STAIN Purwokerto lulusg teori tahun 2003

ar-benarnya,

Purwokerto, 8 Maret 2006

Hormat saya,

il

Umi Barkah
NIM. 99265002




